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1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DENPASAR,

bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan
kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan
berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun
2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta
Berencana Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2026;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja
Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992  tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3465);



. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6871);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana
Kota Denpasar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota
Denpasar Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Denpasar Nomor 3);



9. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2026
(Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

& Ry

o

Daerah adalah Kota Denpasar.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
Walikota adalah Walikota Denpasar.

Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar Semesta
Berencana Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun
2026 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKA
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran
pendapatan dan belanja Daerah.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah berpedoman pada RKPD.

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam
menyusun RKA Perangkat Daerah.



Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(1)

(2)

(3)

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah secara
berkala atas pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran
Perangkat Daerah.

Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan kepada Walikota setiap triwulan melalui
Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan
pembangunan Daerah.

Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk
penyusunan perencanaan tahun berikutnya.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
s tanpeal 2 September 2025

>
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PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026

RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA
DENPASAR TAHUN 2026

RENCANA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KOTA DENPASAR TAHUN 2026

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2026
RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI
KOMPETENSI KOTA DENPASAR TAHUN 2026
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PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2026

RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA
DENPASAR TAHUN 2026

RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
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RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026

RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2026

RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA
DENPASAR TAHUN 2026

RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA
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TAHUN 2026

RENCANA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
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DENPASAR TAHUN 2026



Renja Perangkat Daerah diatas menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam
menyusun RKA Perangkat Daerah.




KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang
Hyang Widhi Wasa, karena atas berkatNyalah akhirnya penyusunan Rencana Kerja
(Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tahun 2026 dapat diselesaikan tepat
pada waktunya.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar tahun 2026 ini dibuat merupakan amanat dari Undang—Undang No.
25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dimana
didalamnya terkandung materi evaluasi pelaksanaan terhadap Renja Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun lalu dan tujuan, sasaran
serta program kegiatan tahun 2025. Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja
(Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2026 ini
diharapkan nantinya pada tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
Denpasar sudah mempunyai pijakan yang jelas didalam membuat program dan
kegiatan pada masa pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
tahun 2021-2026 sehingga nantinya kegiatan pembangunan urusan wajib non
pelayanan dasar dapat lebih terarah sesuai dengan peraturan perundang—undangan
yang berlaku dan peningkatan kualitas lingkungan di kota Denpasar dapat terwujud.

Demikian kami sampaikan, semoga Rencana Kerja (Renja) Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2026 ini nantinya dapat

direalisasikan dengan baik ditataran komponen masyarakat maupun lingkungan.

Denpasar, 2 September 2025

kungan Hidup dan Kebersihan

Kepala-Dinas-tir
//z ’ \
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e Y
Ida baqus Putfa Wirabawa,S.TP,MM
- “Pefnbina Utama Muda
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1.1.

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016
Tanggal 9 Desember 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah
merupakan PD hasil peleburan dari 2 (dua) satuan kerja perangkat daerah yaitu :
SKPD Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar dan SKPD Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kota Denpasar sebagai implementasi dari Undang — undang
Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Pemerintah no 18 Tahun 2016 Tentang organisasi perangkat daerah
serta peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Nomor P.74, MenLHK —
Setjen/ Kum. 1/8/2016 Tanggal 16 Agustus Tentang pedoman nomenklatur
perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang melaksanakan urusan
Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan urusan Pemerintahan Bidang
Kehutanan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
Denpasar tahun 2026 yang merupakan rencana pembangunan tahunan di bidang
lingkungan, yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan VISI Pemerintah
Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yaitu : “Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju
Denpasar Maju”.

Berangkat dari visi tersebut, maka Misi pembangunan Kota Denpasar
yang ditetapkan adalah:
1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan
kualitas pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan pendapatan masyarakat yang

berkeadilan



2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan
pangan dan kesiapsiagaan bencana

3. Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi
menuju tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Govermance)

4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju
keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana

5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Kebudayaan
Bali Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan

Berdasarkan visi pembangunan jangka panjang daerah adalah Denpasar
Kota Berbudaya, Dilandasi Tri Hita Karana, sasaran pokok untuk perencanaan
pembangunan sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga Pakraman, Budaya dan Pemahaman
Agama

2. Terwujudnya Sistem Ekonomi Kerakyatan

3. Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM

4. Terwujudnya Keamanan dan Lingkungan Kondusif .

Berdasarkan misi pembangunan Kota Denpasar, Dinas Lingkungan
Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar mendukung misi keempat yaitu Unggul
dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan
pembangunan berbasis Tri Hita Karana.

Berangkat dari Visi, Misi dan tujuan, program dan sasaran dari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan
pembangunan Tahun 2020-2024,

- Visi : Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan dan lingkungan hidup
untuk kesejahteraan masyarakat, dalam mendukung “Terwujudnya
Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian

berlandaskan gotong royong”



- Misi:
1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas
2.  Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan
yang berkeadilan dan berkelanjutan
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan
4.  Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
- Tujuan:
1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim
2.  Meningkatkan kemampuan sumber daya hutan untuk memberikan
kontribusi bagi perekonomian nasional
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi manfaat hutan yang
berkeadilan
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pembangunan
lingkungan hidup dan kehutanan yang baik.
Berdasarkan tujuan pembangunan tersebut, adapun kegiatan-kegiatan
KLHK vyang akan disinkronisasikan: (1) Penyusunan Inventarisasi dan
Perhitungan DDDT SDALH (Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup); (2) Penyusunan KLHS (Kajian
Lingkungan Hidup Strategis); (3) Penyusunan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup); (4) Penyusunan IKPLHD (Indeks Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup
Daerah); (5) Penyusunan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup) dan (6) Penyusunan JAKSTRADA (Kebijakan dan Strategi
Daerah) dan ADIPURA. Sasaran Strategis pembangunan KLHK tahun 2020-2024
adalah : (1) Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta
tanggap terhadap perubahan iklim; (2) Tercapainya optimalisasi pemanfaatan
sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya kutung dan daya tamping
lingkungan; (3) Terjaganya Keberadaan, fungsi dan sitribusi manfaat hutan yang

berkeadilan dan berkelanjutan dan (4) Terselenggaranya tata kelola dan inovasi



pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, serta kompetensi SDM
LHK yang berdaya saing.

Kebijakan pengembangan kewilayahan pada prinsipnya memuat tema
untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dan daerah antar daerah
dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional. Sinergi pusat daerah
dan antar daerah dilakukan melalui penyusunan program dan kegiatan yang
konsisten , terpadu dan bersifat lintas sector, dengan mempertimbangkan
kesesuaian tata ruang wilayah , sistem hukum dan kelembagaan yang andal serta
koordinasi dan kerjasama yang solid antara kementerian/lembaga dan satuan
kerja perangkat daerah dalam seluruh proses mulai dari perencanaan ,
pelaksanaan , pengendalian dan evaluasi yang mencakup kerangka kebijakan,
regulasi, anggaran, kelembagaan dan pengembangan wilayah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kota Denpasar tahun 2026 ini telah melalui tahapan proses
perencanaan pembangunan seperti yang tertuang dalam undang —undang No.25
tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
Denpasar tahun 2026 merupakan output dari proses perencanaan yang akan
dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi penyelenggaran program/kegiatan di
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar. Perencanaan
pembangunan pada hakekatnya merupakan pengerahan sumber —sumber
pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan dari perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan amanat undang — undang
No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta

undang — undang No.18 tahun 2008 tentang pengelolaan persampahan.



1.2. Landasan Hukum

1.

Undang — Undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat Il Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3465);

Undang -Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara



Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Rl Tahun 2019 Nomor 1114);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi dan
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Rl tahun 2019 Nomor 1447);

11.Keputusan Mendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;

12.Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);

13.Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5).

1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kota Denpasar tahun 2026 dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai
berikut :



a.

b.

Maksud

Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 ini adalah merupakan rencana kerja
pembangunan lingkungan hidup yang memuat program / kegiatan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2026 sebagai upaya untuk perlindungan dan
pengelolaan permasalahan / isu strategis lingkungan hidup dan kebersihan
dikaitkan dengan RPJMD Kota Denpasar tahun 2021-2026 dan visi misi
Pemerintah kota Denpasar yang dijabarkan dalam rencana strategis Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Denpasar tahun 2021-2026, dan
diharapkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
kota Denpasar tahun 2026 juga dimaksudkan berupaya mendukung program
pembangunan nasional dengan penekanan kepada keserasian kebijakan
antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi dengan pemerintah kota
Denpasar seperti yang diamanatkan undang — undang nomor 25 tahun 2004
tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Adanya perubahan target Indikator Kinerja Utama (IKU) mengingat pada
TPST Tahura sudah dilakukan pemutusan kontrak dan kinerja pada 2(dua)
TPST lainnya yang ada di Kota Denpasar belum berjalan dengan optimal

sehingga perlu adanya penyesuaian target kinerja.

Tujuan

Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup
dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2026 ini diharapkan nantinya tujuan dari
program / kegiatan yang direncanakan dapat berjalan lebih terarah, efisien dan
efektif sesuai dengan RPJMD 2021-2026 dan visi, misi ,tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan, indikator dan pagu dana sebagaimana yang telah
digariskan didalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota
Denpasar tahun 2021-2026, sehingga tujuan dari perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang diamanatkan didalam

undang —undang nomor 32 tahun 2009 dan undang —undang nomor 18 Tahun



2008 tentang pengelolaan persampahan berupa peningkatan kualitas
lingkungan dapat terwujud. Adanya perubahan target Indikator Kinerja Utama
(IKU) mengingat pada 3 (tiga) TPST sudah dilakukan pemutusan kontrak

sehingga perlu adanya penyesuaian target kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja (Renja) DLHK Kota Denpasar tahun 2026 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
Bab | Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
Bab Il Hasil Evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
Denpasar tahun lalu
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup
dan Kebersihan Kota Denpasar
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan
Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bab Ill Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
Denpasar
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kota Denpasar



3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Bab 'V Penutup
Lampiran
Tabel



2.1,

BAB I
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan
kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan
program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi renja
dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara input dan
output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat
efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per
unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Analisis dan evaluasi kinerja akan dilakukan terhadap sasaran-sasaran
ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar. Evaluasi terhadap capaian-
capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika
masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh
pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang
digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dalam menyelesaikan
permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar telah
melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawab hingga tahun 2024.
Adapun seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran dapat

digambarkan sebagai berikut:
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1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam TA. 2024 dilaksanakan
sesuai dengan apa yang telah ditargetkan. Pada Program Pengelolaan
Persampahan , Kegiatan : Pengelolaan Sampah, Sub Kegiatan
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan,
Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir sampah di TPA/
TPST/SPA Kabupaten /Kota target kinerja sebesar 100%, realisasi sebesar
3,60% .tidak mencapai target disebabkan oleh TPST Tahura sudah
dilakukan pemutusan kontrak dan kinerja pada 2(dua) TPST lainnya yang

ada di Kota Denpasar belum berjalan dengan optimal.

2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target Kkinerja
hasil/keluaran yang direncanakan
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam TA. 2024 dilaksanakan
sesuai dengan apa yang telah ditargetkan. Program Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman
Hayati Kabupaten/Kota, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pencegahan dan Pencemaran
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sudah mencapai

target.

3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam TA. 2024 dilaksanakan

sesuai dengan apa yang telah ditargetkan (tidak ada yang melebihi target).
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4. Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi
target kinerja program/kegiatan
Tidak mencapai target, karena 3 (tiga) TPST di Kota Denpasar sudah putus
kontrak sehingga jasa pengolahan sampah (tipping fee) tidak bisa

direalisasikan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
Perangkat Daerah
Implikasi atau akibat langsung yang dapat ditimbulkan dari target yang
telah ditetapkan yaitu, dimana secara tidak langsung kita dapat melihat

bahwa pencemaran lingkungan dapat dikurangi walaupun belum optimal.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut
Strategi pemecahan masalahnya adalah :
Melakukan pemilihan ulang penyedia untuk pengolahan sampah di TPST
Tahura dan TPST Kesiman Kertalangu.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kota Denpasar Dan Renstra dapat dilihat pada tabel 2.1
berikut :
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Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kota Denpasar

Target dan Realisasi Kinerja Target Perkiraan Realisasi
Realisa Program, Kegiatan dan Sub | Program Capaian Target Renstra
si Kegiatan Tahun 2024 ,Kegiata s.d Tahun 2025
n dan
Target Target Sub
Urusan / Bidang . - °9 ’ gra Renja
- Indikator Kinerja giatan dan m,Kegi
. Urusan Pemerintahan - tahun
Kode Rekening Program / Kegiatan Sub atan
Daerah dan Program / / Sub Kegiatan Kegiatan dan 2025
Kegiatan/Sub Kegiatan 9 A%(hir Sub Target | Realisas | Tingkat Realisasi Tingkat
- . Renja i Renja Realisa Program,Ke Capaian
Periode Kegiata - 1o . c
Renstra ns.d Tahun Tahun si (%) giatan dan Realisasi
2024 2024 Sub Target
Tahun X
Kegiatan Renstra (%)
2023
s.d Tahun
2025
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=7+9 11=10/4
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
1 BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP
. . Persentase
Program : Penunjang emenuhan
1| 01 Urusan Pemerintahan Ipa anan 100% 39,5% 60% 54,8% 91,8% 20% 74,8% 74,8%
Daerah Y .
kesekretariatan
Persentase
Kegiatan : Administrasi pemenuhan
11 | 01 | 2.02 Keuangan Perangkat administrasi 100% 40% 60% 54,44% 90,7% 20% 74,4% 74,4%
Daerah keuangan
Perangkat Daerah
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Jumlah orang yang

. . . o
11 | 01 | 2.02 | 0001 | Sub Kegiatan : Penyediaan | i 2 gaii dan 100% 40% | 60% | 54,44% | 90,7% | 20% 74,4% 74,4%
Gaji dan Tunjangan ASN tunjangan ASN
Persentase
Kegiatan : Administrasi E::uet::gzn
11 | 01 | 2.05 Kepegawaian Perangkat dministrasi 100% 40% 60% 60% 100% 20% 80% 80%
Daerah administrasi
kepegawaian
perangkat daerah
Pengadaan Pakaian Dinas \Ii:rl?elx?:nplfgre';
11 | 01 | 2.05 | 0002 | beserta Atribut ) 100% 40% 60% 60% 100% 20% 80% 80%
Kelengkapannya Lapangan Tenaga
gkapanny Kebersihan
Persentase
Kegiatan : Administrasi pemenuhan
11 | 01 | 2.06 9 ’ kebutuhan 100% 40% 60% 58,9% 98,1% 20% 78,9% 78,9%
Umum Perangkat Daerah administrasi umum
perangkat daerah
Jumlah Paket
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan
11 | 01 | 2.06 | 0002 | Peralatan dan Perlengkapan | Perlengkapan 100% 40% 60% 60% 100% 20% 80% 80%
Kantor Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah o o o o o o o o
11 | 01 | 2.06 | 0003 Peralatan Rumah Tangga Tangga yang 100% 40% 60% 60% 100% 20% 80% 80%
Disediakan
Sub Kegiatan : Penyediaan 'é;?:ih Cptglt(:;an dan
11 | 01 | 2.06 | 0005 | Barang Cetakan dan P 9 d 100% 40% 60% 55% 91,6% 20% 70% 70%
Pengadaan enggandaan yang
Disediakan
Sub Kegiatan : Jumlah laporan
11 | 01 | 2.06 | ooog | Penvelenggaraan Rapat | penyelenggaraan 100% 36,7% | 60% 60% 100% 20% 80% 80%
Koordinasi dan Konsultasi rapat koordinasi dan
SKPD konsultasi SKPD
Persentase
Kegiatan : Penyediaan E:E:i:agzn
11 | 01 | 2.08 Jasa Penunjang Urusan 100% 40% 60% 60% 100% 20% 80% 80%

Pemerintahan Daerah

penyediaan jasa
penunjang urusan
pemerintah daerah
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Sub Kegiatan : Penyediaan

Jumlah laporan
penyediaan jasa

11 |1 01 | 2.08 | 0002 | Jasa Komunikasi, Sumber komunikasi, sumber 100% 40% 60% 60% 100% 20% 80% 80%
Daya Air dan Listrik daya air dan listrik
yang disediakan
Jumlah Laporan
Sub Kegiatan : Penyediaan Penyediaan Jasa
11 | 01 | 2.08 | 0004 | Jasa Pelayanan Umum Pelayanan Umum 100% 40% 60% 60% 100% 20% 80% 80%
Kantor Kantor yang
Disediakan
Persentase
Kegiatan : Pemeliharaan g:mzﬂﬁgfagn
1 | 01| 2.09 Barang Milik Daerah barang milik 100% 40% 60% | 53,3% | 88,8% 20% 73,3% 73,3%
Penunjang Urusan daerah penunian
Pemerintah Daerah urusan gemerjintagh
daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan j;’nn:sag k:rr;(i?orﬁgr
Jasa Pemeliharaan, Biaya atau la pan an van
11| 01 | 2.09 | 0002 | Pemeliharaan , Pajak, dan | S0 °P>"9e0 Yang 100% 40% 60% 60% 100% 20% 80% 80%
Perizinan Kendaraan Dinas P .
. dibayarkan pajak
Operasional atau Lapangan dan perizinannya
Sub Kegiatan : Jumlah peralatan
11 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan | dan mesin lainnya 100% 40% 60% 60% 100% 20% 80% 80%
Mesin Lainnya yang dipelihara
Jumlah Gedung
Sub Kegiatan : kantor dan
111 01| 2.09 | 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi bangunan lainnya 100% 40% 60% 60% 100% 20% 80% 80%
Gedung Kantor dan yang
Bangunan Lainnya dipelihara/direhabilit
asi
Persentase
Program : Perencanaan Ketersediaan o o o o o o o o
11 | 02 Lingkungan Hidup RPPLH Kota 100% 40% 60% 60% 100% 20% 80% 80%
Denpasar
. i Persentase
Kegiatan : Rencana ketersediaan
Perlindungan dan . . o o o o o o o o
11 | 02 | 2.01 informasi 100% 40% 60% 60% 100% 20% 80% 80%

Pengelolaan Lingkungan
Hidup Kabupaten/Kota

pengelolaan
lingkungan hidup
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Sub Kegiatan :

Jumlah muatan hasil
penyusunan dan

11 | 02 | 2.01 | 0002 | Pengendalian Pelaksanaan penetapan RPPLH 100% 40% 60% 60% 100% 20% 80% 80%
RPPLH Kabupaten/Kota kabupaten/kota yang
disusun
Kegiatan :
Penyelenggaraan Kajian
11 | 02 | 2.02 Lingkungan Hidup Dokumen KLHS 100% 40% 60% 60% 100% 20% 80% 80%
Strategis (KLHS)
Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen
Pembuatan dan KLHS
11 | 02 | 2.02 | 0002 | Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 100% 40% 60% 60% 100% 20% 80% 80%
RPJPD/RPJMD kabupaten/kota yang
disusun
-Persentase
peningkatan
kualitas air
Program Pengendalian - Persentase
11 | 03 E‘:’:S::I‘;ff_'l‘ngiz ! ;;"r“” peninglatan 100% 40% | 60% 60% 100% | 20% 80% 80%
Hidup -Persentase
peningkatan
kualitas tutupan
lahan
Kegiatan : Pencegahan Persentase
11 | 03 | 2.01 Pencemaraan dan /atau | kualitas air sungai 100% 40% 60% 60% 100% 20% 80% 80%
Kerusakan Lingkungan yang memenuhi
Hidup Kabupaten / Kota baku mutu
Koordinasi,Sinkronisasi dan Jumlah dokumen uji
Pelaksanaan Pencegahan kualitas lingkungan
Pencemaran Lingkungan hidup dilaksanakan o o o o o o o o
11 | 03 | 2.01 | 0001 Hidup dilaksanakan terhadap media 100% 40% 60% 60% 100% 20% 80% 90%
terhadap Media Tanah. Air, tanah, air, udara dan
Udara dan Laut laut
Sub Kegiatan : Koordinasi, Jumlah dokumen
Sinkronisasi dan hasil koordinasi dan
11 | 03 | 2.01 | 0002 | Pelaksanaan Pengendalian | sinkronisasi 100% 40% | 60% 60% 100% | 20% 80% 80%

Emisi Gas Rumah Kaca,
Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan lklim

inventarisasi gas
rumah kaca dari
sektor Lingkungan
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Hidup yang
dilaksanakan

Sub Kegiatan : Pengelolaan

Jumlah pengambilan
contoh uji, pengujian
parameter kualitas

11 | 03 | 2.01 | 0015 | laboratorium Lingkungan X 100% 40% 60% 60% 100% 20% 80% 80%
. lingkungan dan
Hidup
dokumen mutu yang
dilaksanakan
Jumlah laporan
sosialisasi
. . informasi
Kegiatan : .
peringatan
Penanggulangan pencemaran
11 | 03 | 2.02 pencemaran dan/atau 100% 40% 60% 60% 100% o 80% 80%
. dan/ataukerusakan 20%
kerusakan lingkungan linakunaan hidu
hidup kab/kota gkung p
pada masyarakat di
kabupaten/kota
yang dilaksanakan
Jumlah laporan
sosialisasi informasi
Sub Kegiatan : Pemberian peringatan
informasi peringatan pencemaran
11 | 03 | 2.02 | 0001 | pencemaran dan/atau dan/ataukerusakan 100% 40% 60% 60% 100% 20% 80% 80%
kerusakan lingkungan hidup | lingkunganhidup
pada masyarakat pada masyarakat di
kabupaten/kota yang
dilaksanakan
Kegiatan : Pemulihan Jum_lah dok-ume-n
Pencemaran dan/atau hasil koordinasi,
11 | 03 | 2.03 . sinkronisasi dan 100% - 20% 20% 100% 20% 40% 40%
Kerusakan Lingkungan
Hidup Kabupaten/Kota pelaksanaan
rehabilitasi
Jumlah kegiatan
Koordinasi dan
Koordinasi dan Sinkronisasi | Sinkronisasi o . o o o o o o
11 | 03 | 2.02 | 0013 Rehabilitasi Rehabilitasi dari 100% 20% 20% 100% 20% 40% 40%
Kabupaten/Kota
yang dilaksanakan
Program : Pengelolaan Persentase
11 | 04 Keanekaragaman Hayati pemeliharaan 100% 40% 60% 57,1% 100% 20% 771% 77,1%

(KEHATI)

pohon perindang
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Kegiatan : Pengelolaan

Persentase pohon

11 | 04 | 2.01 keanekaragaman Hayati penghijauan yang 100% 40% 60% 57,1% 100% 20% 77,1% 77,1%
Kabupaten / Kota ditata
Luas RTH yang
Sub Kegiatan : Pengelolaan | dikelola lingkup o o o o o o o o
11 | 04 | 2.01 | 0004 Ruang Terbuka Hijau (RTH) | kewenangan 100% 33,6% 60% 60% 100% 20% 80% 80%
kabupaten/kota
Sub Kegiatan : Pengelolaan | jumlah sarana dan
11 | 04 | 2.01 | ooo7 | Saranadan Prasarana prasarana 100% 40% | 60% 60% 100% 20% 80% 80%
Keanekaragaman Hayati keanekaragaman
hayati yang dikelola
Persentase
ketaatan
penanggung jawab
Program : Pembinaan dan | usahalkegiatan
Pengawasan Terhadap Izin | yang diawasi
11 | 06 Lingkungan dan Izin ketaatannya 100% 40% | 60% | 52,3% | 100% 20% 72,3% 72,3%
Perlindungan dan terhadap
Pengelolaan Lingkungan Persetujuan
Hidup (PPLH) Lingkungan yang
diterbitkan oleh
Pemerintah Kota
Denpasar
Kegiatan : Pembinaan dan Jumlah Usah'a
dan/atau Kegiatan
Pengawasan Terhadap
; yang taat terhadap
Usaha dan / atau Kegiatan Persetuiuan
11 | 06 | 2.01 yang lzin Lingkungan dan ) J 100% 40% 60% 52,3% 100% 20% 72,3% 72,3%
Izin PPLH Diterbitkan oleh | Lingkungan yang
. diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah -
Kabupaten/Kota Pemerintah Kota
Denpasar
Jumlah rekomendasi
dan/atau
Sub Kegiatan : Fasilitasi persetujuan teknis,
11 | 06 | 2.01 | 00o1 | Pemenuhan Ketentuan dan | persetujuan 100% 40% 60% 52,3% 100% 20% 72,3% 72,3%

Kewajiban izin Lingkungan
dan / atau izin PPLH

lingkungan, dan
surat kelayakan
operasi yang
diberikan
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Sub Kegiatan : Pengawasan

Jumlah laporan dari
usaha dan/atau
kegiatan yang

; diawasi izin
usaha dan/atau kegiatan :
yang izin lingkungan hidup Ilngkungan, o o o o o
11 | 06 | 2.01 03 izin PPLH yang diterbitkan persetUJuan 100% 40% 60% - 100% 20% - -
: lingkungan, surat
oleh pemerintah daerah kelavak .
kabupaten/kota clayakan operasi
oleh Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
. Persentase
Program : Penghargaan emberian
11 | 09 Lingkungan Hidup Untuk pen haraaan 100% 40% 60% 60% 100% 20% 80% 80%
Masyarakat Ip ghargaan
ingkungan hidup
Kegiatan : Pemberian Persentase
11 | 09 | 2.01 Penghargaan Lingkungan | pemberian 100% 40% 60% 60% 100% 20% 80% 80%
Hidup Tingkat Daerah penghargaan
Kabupaten/Kota lingkungan hidup
Sub Kegiatan : Penilaian
Kinerja
Masyarakat/Lembaga
Masyarakat/Dunia Jumlah sekolah
11 | 09 | 2.01 | 0001 | Usaha/Dunia yang menerima 100% 40% 60% 60% 100% 20% 80% 80%
Pendidikan/Filantropi dalam | penghargaan
Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup
Program : Pengelolaan Persentase Volume
1 | 1 gram : eng Sampah yang 100% 39.9% | 60% 58% 100% 20% 78% 78%
Persampahan Dikelola
Kegiatan : Pengelolaan Jumlah volume
1 |11 ] 2.01 9 -reng sampah yang 100% 39.9% | 60% 58% 100% 20% 78% 78%
Sampah dikelola
Jumlah sampah
Sub Kegiatan : Peningkatan yang dipilah,
Peran Serta Masyarakat dikumpulkan,
11 | 11 | 2.01 | 0004 diangkut, diolah, 100% 60% 60% 100% 20% 80% 80%

dalam Pengelolaan
Persampahan

diproses akhir di
TPA/TPST/SPA
kabupaten/kota
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Sub Kegiatan: Penyediaan
Sarana dan Prasana
Pengelolaan Persampahan

Jumlah sarana dan
prasarana
penanganan
sampah untuk

11 | 11 | 2.01 | 0007 di TPATPST/SPA kegiatan pemilahan, 100% 39,2% 60% 54,1% 100% 20% 74,1% 74,1%
Kabupaten/ Kota pengumpulan,
pengangkutan,
pengolahan dan
pemrosesan akhir
Jumlah sampah
yang tertangani
Penanganan sampah meerlrﬁ::'hggozgi
melalui pemilahan dan pen olahan sampah
pengolahan sampah di peng . P
; ) di instalasi
instalasi pengolahan
pengolahan sampah
sampah
TPS3R, PDU, TPST, 0 0 0 0 ) 0 0 )
11| 11 | 2.01 | 0017 | TPS3R,PDU,TPST,TPS,SP 100% 37,4% 60% 56,7% 100% 20% 76,7% 76,7%

A,PSEL/PLTSa,RDF, pusat
pengomposan, biodigester,
bank sampah dan fasilitas
lainnya sesuai dengan
peraturan perundangan

SPA, PSEL/PLTSa,
RDF, pusat
pengomposan,
biodigester, bank
sampah dan fasilitas
lainnya sesuai
dengan peraturan
perundangan
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2.2, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Capaian indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel 2.2 dibawah ini

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2024

Tahun 2024
No Sasaran Strategis Indikator Satuan Capaian
Target Realisasi
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7
1. Meningkatnya kualitas Indeks kualitas - 61,99 61,14 98,63%
lingkungan hidup lingkungan hidup
2. Optimalisasi pengelolaan Persentase volume % 7,6% 5,23% 68,82%
sampah sampah yang
masuk ke TPST
/PDU

Pada indikator persentase indeks kualitas lingkungan hidup target yang
ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 61,99, realisasi 61,14. sedangkan indikator
persentase volume sampah yang masuk ke TPST target yang ditetapkan pada tahun
2024 sebesar 7,6% realisasi 5,23%.

2.3.Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup
dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2024, dapat dijabarkan beberapa isu

prioritas lingkungan di Kota Denpasar sebagai berikut.

. Penurunan Kualitas Air
Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan berbagai kegiatan usaha di Kota
Denpasar telah memberikan tekanan terhadap media lingkungan yang ditandai
dengan penurunan kualitas lingkungan khususnya kualitas air di Kota Denpasar.
Berbagai kegiatan manusia seperti pertanian, peternakan, industri, rumah sakit,
perhotelan, dan permukiman menghasilkan berbagai limbah seperti limbah cair
yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan terjadinya pencemaran

air.
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Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh UPTD. Laboratorium
Lingkungan DLHK Kota Denpasar dan PT. Unilab Perdana diperoleh hasil bahwa
hampir semua sungai yang dipantau mempunyai nilai BOD dan COD yang melebihi
baku mutu air kelas |l sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup pada Lampiran VI Tabel I. Adanya pencemaran tersebut mempengaruhi nilai
indeks kualitas air di Kota Denpasar. Indeks Kualitas Air Kota Denpasar Tahun
2024 diketahui sebesar 52,22. Kriteria tersebut dikategorikan termasuk dalam kriteria

sedang, dengan rentang nilai skor 50 < x < 70.

Sebagai upaya pengelolaan kualitas air sungai di Kota Denpasar, maka
Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan telah
berupaya untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan
terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air.
Selain itu, dilakukan juga pemantauan kualitas air sungai dan air limbah usaha
dan/atau kegiatan sebagai bahan dasar dalam penyusunan kebijakan
pengendalian pencemaran air di Kota Denpasar. Dalam rangka meningkatkan
peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran air, maka dibentuk juga

komunitas peduli sungai.

. Peningkatan Jumlah Timbulan Sampah dan Limbah B3

Konsekuensi atas perkembangan struktur perekonomian daerah Kota
Denpasar telah memicu meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya
pendapatan dan meningkatnya tingkat komsumsi, dimana kondisi tersebut juga
telah menghasilkan bahan buangan berupa sampah. Secara umum sampah yang
dominan dijumpai di wilayah perkotaan mencakup sampah rumah tangga, sampah
badan komersil serta sampah di area-area umum. Dalam beberapa teori
diungkapkan bahwa tingkat komsumsi masyarakat dianggap sangat
mempengaruhi timbulan sampah pada suatu wilayah. Pola hidup kondusif yang
digambarkan dalam tingginya tingkat komsumsi, mendorong orang tidak hanya
memenuhi kebutuhan primer, namun juga mengejar kebutuhan sekunder maupun
kebutuhan tersier. Hal ini pada akhirnya merubah jenis dan jumlah sampah yang

dihasilkan oleh individu setiap harinya.
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Berdasarkan Laporan Kajian Pemutakhiran Data Pengelolaan Sampah di Kota
Denpasar Tahun 2024 diketahui bahwa volume pengurangan sampah Kota
Denpasar sebesar 171,15 ton/hari atau 62.471,36 ton/tahun, sedangkan volume
penanganan sampah sebesar 803,20 ton/hari atau 293.169,72 ton/tahun. Dengan
total timbulan sampah sebesar 366.806,75 ton/tahun, maka volume sampah yang
dikelola sebesar 355.641,09 ton/tahun atau dengan persentase sebesar 96,96%.
Untuk persentase pengurangan sampah sebesar 17,03% dan persentase
penanganan sebesar 79,92%.

Untuk mengoptimalkan upaya pengelolaan sampah, Pemerintah Kota
Denpasar telah berupaya melakukan berbagai upaya salah satunya melalui Pusat

Daur Ulang (PDU) sampah di Kota Denpasar

3. Menurunnya kualitas udara

Pertumbuhan pembangunan seperti industri, transportasi, permukiman, dan
lainnya disamping memberikan dampak positif juga akan memberikan dampak
negatif dimana salah satunya berupa pencemaran udara. Keberadaan jenis bahan
pencemar yang patut diwaspadai masuk ke udara ambien dalam jumlah yang
melebihi baku mutu diantaranya karbon monoksida (CO), nitrogen dioksida (NO2),
sulfur dioksida (SO2), CFC, karbon dioksida (CO2), ozon (O3), benda partikulat
(PM), timah (Pb), dan hidrokarbon (HC). Di kota-kota besar diperkirakan 70%
pencemaran yang terjadi adalah akibat kegiatan transportasi dari kendaraan

bermotor.

Berdasarkan data di atas diketahui nilai Indeks Kualitas Udara Kota Denpasar
Tahun 2024 sebesar 86,75. Kriteria tersebut dikategorikan termasuk dalam
kriteria baik, dengan rentang nilai skor 70 < x < 90. Jika dibandingkan dengan
capaian tahun sebelumnya angka tersebut diketahui mengalami peningkatan. Hal
ini dapat disebabkan karena tingginya aktivitas kendaraan di ruas-ruas jalan di
Kota Denpasar, adanya penebangan pohon akibat alih fungsi lahan, dan
kurangnya kesadaraan masyarakat dalam melakukan perawatan kendaraan

sehingga menyebabkan emisi yang dihasilkan melebihi baku mutu.

Jika dibandingkan dengan capaianindeks Kualitas Udara (IKU) nasional
tahun 2024 sebesar 90,18 dan capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Bali
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sebesar 92,12 maka nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Denpasar Tahun 2024
sebesar 86,75 masih berada di bawah capaian nilai IKU nasional dan provinsi.
Hal tersebut mengindikasikan perlunya penyusunan perencanaan kegiatan
dengan meningkatkan atau menciptakan inovasi-inovasi dalam pengendalian
pencemaran udara di Kota Denpasar, dengan melibatkan berbagai pemangku

kepentingan terkait, baik di tingkat provinsi maupun nasional.
4. Rendahnya kualitas tutupan lahan

Kota Denpasar sebagai kota yang terus melakukan pembangunan tentunya
dihadapkan pada permasalahan meningkatnya alih fungsi lahan yang
berdampak terhadap menurunnya kualitas tutupan lahan di Kota Denpasar.
Berdasarkan hasil perhitungan pada aplikasi, maka diketahui nilai Indeks
Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Kota Denpasar sebesar 29,08. Mengingat di
Kota Denpasar tidak ada ekosistem gambut, maka nilai IKL sama dengan IKTL
sebesar 29,08. Kriteria tersebut dikategorikan dalam kriteria kurang, dengan

rentang nilai skor 25 < x < 50.

Indeks kualitas tutupan lahan (IKL) pada tahun 2024 jika dibandingkan
dengan tahun 2023 diketahui mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan
capaian IKL nasional tahun 2024 sebesar 62,01 dan capaian IKL Provinsi Bali
sebesar 46,49 maka nilai IKL Kota Denpasar Tahun 2024 sebesar 29,08 masih
berada di bawah capaian nilai IKL nasional dan provinsi. Hal tersebut
mengindikasikan perlunya peningkatan upaya-upaya pengelolaan
keanekaragaman hayati (kehati) dengan melibatkan berbagai pemangku
kepentingan terkait, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan berdasarkan
identifikasi terhadap potensi dan permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi
5 (lima) tahun kedepan, dilakukan analisis internal dan eksternal yang meliputi
kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan
ancaman (threats). Uraian selengkapnya mengenai kekuatan, kelemahan,

peluang dan ancaman sebagimana berikut ini :

1. Kekuatan
Beberapa kekuatan yang bisa digunakan antara lain sebagai berikut :
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. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Sampah

. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang

. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup

. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4
Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Waijib
Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5
Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis
dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian
Pencemaran Lingkungan.

. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6
Tahun 2021 tentang Tata Cara Persyaratan Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun

. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar Tahun 2011-2031
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

. Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Baku
Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan
Hidup
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Peraturan Walikota Denpasar Nomor 15 Tahun 2017 tentang
Jenis Usaha yang Wajib UKL-UPL di Kota Denpasar

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2010 tentang
Pemanfaatan Air Hujan

Paraturan Walikota Denpasar Nomor 40 Tahun 2013 Tentang
Tata Cara Penyelenggaraan ljin Perlidungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana
Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Denpasar Tahun 2014.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan RPJMD Kota
Denpasar Tahun 2021-2026

Jumlah Sumber Daya Manusia yang memadai

Jejaring kerja dengan stakeholders meliputi lembaga swadaya

masyarakat, perguruan tinggi dan kelompok masyarakat.

2. Kelemahan

Beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut

a. Sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan yang belum
optimal

b. Kelembagaan yang hanya bersifat koordinatif

c. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan
lingkungan hidup

d. Belum terbangunnya budaya bersih dan cinta lingkungan
dimasyarakat

e. Kualitas laboratorium dalam analisis data belum optimal

f. Belum terbangunnya pola kemitraan

g. Sinergitas lembaga pengelola lingkungan belum optimal

h. Kurangnya kompetensi dan professional Sumber Daya Manusia

3. Peluang

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain sebagai berikut :

a.

Isu lingkungan merupakan isu global
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b. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan
yang baik

c. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuka peluang
untuk mendapatkan akses informasi yang semakin akurat dan
terukur

d. Adanya laboratorium lingkungan yang terakreditasi akan
memberikan peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah

4. Ancaman

Beberapa ancaman yang perlu diantisipasi antara lain :

a.

N )]

= @

Isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai peluang untuk
pembangunan ekonomi

Kepedulian dan kesadaran masyarakat serta dunia usaha yang
masih harus ditingkatkan, didukung dengan prilaku budaya yang
ramah lingkungan

Kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan lingkungan
hidup yang masih harus ditingkatkan

Kualitas lingkungan belum optimal

Sistem penegakan hukum yang masih perlu ditingkatkan.
Tingginya alih fungsi lahan

Belum terbangunnya pola insentif dan disinsentif

Perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup masih
relative rendah

Global Warming dan Pandemi Covid-19

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kota Denpasar merancang 8 Program, 14 Kegiatan dan 25 Sub

Kegiatan dengan pagu dana sebesar Rp. 198.834.814.653. Reviu terhadap

rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut :
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Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026
Kota Denpasar

Ca
tat
an
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan pe
nti
ng
Pagu Indikatif Kebutuhan dana
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Targ_et Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian capaian
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
198.834.814.653 198.834.814.653
PROGRAM PENUNJANG PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN Persentase URUSAN Persentase pemenuhan
PEMERINTAHAN Denpasar pemenuhan layanan 100% 117.479.147.653 Denpasar p . 100% | 117.479.147.653
. PEMERINTAHAN layanan kesekretariatan
DAERAH kesekretariatan DAERAH
KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA
Persentase Persentase pemenuhan
Administrasi Keuangan pemenuhan kebutuhan Administrasi kebutuhan aezlministrasi
Denpasar administrasi keuangan 100% 62.821.191.732 | Keuangan Perangkat Denpasar 100% 62.821.191.732
Perangkat Daerah keuangan perangkat
perangkat daerah Daerah daerah
Penyediaan gaji dan \rjrrglearri]n?;a;;ji%aanng 201 Penyediaan gaji dan Jumlah orang yang 201
) Denpasar . orang/bula 62.821.191.732 . Denpasar menerima gaji dan orang/bul 62.821.191.732
tunjangan ASN tunjangan ASN tunjangan ASN .
n tunjangan ASN an
Q:::Siaitlr;:in Perangkat Persentase pemenuhan Administrasi Persentase pemenuhan
Daerah Denpasar | KePutuhan administrasi 100% 2.276.368.000 | Kepegawaian Denpasar | fcputuhan administrasi 100% |  2.276.368.000

kepegawaian daerah

Perangkat Daerah

kepegawaian daerah
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Pengadaan pakaian dinas

Jumlah Paket Pakaian
Dinas beserta atribut

2.276.368.000

Pengadaan pakaian

Jumlah Paket Pakaian
Dinas beserta atribut

2.276.368.000

beserta atribut Denpasar 1 paket dinas beserta atribut Denpasar 1 paket
kelengkapannya kelengkapannya
kelengkapannya kelengkapannya
Persentase Persentase pemenuhan
Administrasi umum pemenuhan kebutuhan Administrasi umum kebutuhan administrasi
Denpasar administrasi umum 100% 1.216.641.250 Denpasar | umum perangkat 100% 1.216.641.250
perangkat daerah perangkat daerah
perangkat daerah daerah
Penvediaan peralatan dan j::l;lzrllzikit::;alatan Penyediaan peralatan Jumlah Paket Peralatan
y P Denpasar gkapan 1.013.589.000 | dan perlengkapan Denpasar dan Perlengkapan Kantor 1.013.589.000
perlengkapan kantor Kantor yang Disediakan 1 paket L 1 paket
kantor yang Disediakan
Jumlah Paket Peralatan Jumlah Paket Peralatan
Penyediaan peralatan Denpasar R‘uma.h Tangga yang 20.427.000 Penyediaan peralatan Denpasar R.uma.h Tangga yang 20.427.000
rumah tangga Disediakan 1 paket rumah tangga Disediakan 1 paket
Jumlah Paket Barang
Penvediaan baran Cetakan dan Penyediaan barang éiﬂﬁgnp(?:ft Barang
Y 9 Denpasar Penggandaan yang 1 paket 105.805.250 | cetakan dan Denpasar 1 paket 105.805.250
cetakan dan penggandaan o9 Penggandaan yang
Disediakan penggandaan o2
Disediakan
Jumlah laporan
Jumlah laporan
Penyelenggaran rapat penyelenggaraan rapat Penyelenggaran rapat envelenaaaraan rapat
koordinasi dan konsultasi Denpasar koordinasi dan 1 laporan 76.820.000 | koordinasi dan Denpasar penyelengg pat 1 laporan 76.820.000
p ) koordinasi dan konsultasi
SKPD konsultasi SKPD konsultasi SKPD
SKPD
Persentase pemenuhan
Persentase pemenuhan .
: kebutuhan penyediaan
Penyediaan jasa kebutuhan penyediaan Penyediaan jasa jasa penunjang urusan
penunjang urusan Denpasar jasa penunjang urusan 100% 50.294.439.671 | penunjang urusan Denpasar emerintahan daerah 100% 50.294.439.671
pemerintahan daerah pemerintahan daerah pemerintahan daerah P
Jumlah laporan Jumlah laporan
Penyediaan jasa penyediaan jasa 1 laporan P . . penyediaan jasa 1 laporan
o o enyediaan jasa o
komunikasi, sumber daya komunikasi, sumber o komunikasi, sumber daya
: o Denpasar . e 570.135.000 | komunikasi, sumber Denpasar : L 570.135.000
air dan listrik daya air dan listrik yang . A air dan listrik yang
ST daya air dan listrik e
disediakan disediakan
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penvediaan iasa Penyediaan Jasa Penyediaan jasa Penyediaan Jasa
Y ] Denpasar Pelayanan Umum 1 laporan 49.724.304.671 | pelayanan umum Denpasar Pelayanan Umum Kantor 1 laporan 49.724.304.671

pelayanan umum kantor

Kantor yang Disediakan

kantor

yang Disediakan
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Pemeliharaan barang
milik daerah penunjang

Persentase pemenuhan
pemeliharaan barang
milik daerah penunjang

Pemeliharaan barang
milik daerah

Persentase pemenuhan
pemeliharaan barang
milik daerah penunjang

0, 0,
urusan pemerintahan Denpasar urusan pemerintah 100% 870.507.000 penunjang urusan Denpasar urusan pemerintah 100% 870.507.000
daerah daerah pemerintahan daerah daerah
Jumlah_ kenlda;raan dinas Penyediaan jasa Jumlah_ kenldatraan dinas
Penyediaan jasa Ioperasmna atau pemeliharaan, biaya Ioperasmna a agi lih
pemeliharaan, biaya ;pa:’)ﬁan };jang 51 unit pemeliharaan, pajak :pazg;ln yakng Ipe |kzra 51 unit
pemeliharaan, pajak dan Denpasar d!ge' ai:a an K d unt 31.550.000 | dan perizinan Denpasar an dibayarkan pajak dan uni 31.550.000
perizinan kendaraan dinas ibayarkan pajak dan kendaraan dinas perizinannya
operasional atau lapangan perizinannya operasional atau
lapangan
Jumlah peralatan dan . Jumlah peralatan dan
Pemeliharaan peralatan mesin lainnya yang 97 unit Pemeliharaan mesin lainnya yang 97 unit
L Denpasar S 723.757.000 | peralatan dan mesin Denpasar L 723.757.000
dan mesin lainnya dipelihara lainnya dipelihara
Jumlah gedung kantor Jumlah gedung kantor
Pemeliharaan/rehabilitasi dan bangunan lainnya Pemeliharaan/rehabilit dan bangunan lainnya
gedung kantor dan Denpasar yang dipelihara 2 unit 115.200.000 | asi gedung kantor dan Denpasar yang dipelihara 2 unit 115.200.000
bangunan lainnya /direhabilitasi bangunan lainnya /direhabilitasi
PROGRAM Persentase PROGRAM ::tfl?sr;tgisain RPPLH
PERENCANAAN Denpasar ketersediaan RPPLH 80% 71.500.000 | PERENCANAAN Denpasar Kota Denpasar 80% 71.500.000
LINGKUNGAN HIDUP Kota Denpasar LINGKUNGAN HIDUP P
. Rencana Jumlah muatan hasil
. Jumlah muatan hasil .
Rencana perlindungan perlindungan dan penyusunan dan
dan pengelolaan penyusunan dan 1 pengelolaan penetapan RPPLH 1
| - Denpasar penetapan RPPLH 71.500.000 | . Denpasar dokume 71.500.000
lingkungan hidup kabupaten/kota yan dokumen lingkungan hidup kabupaten/kota yang n
(RPPLH) kabupaten/kota p p yang (RPPLH) disusun
isusun
kabupaten/kota
Jumlah dokumen Jumlah dokumen
Pengendalian telaahan kebijakan yang 1 Pengendalian telaahan kebiiakan van 1
Pelaksanaan RPPLH Denpasar telah mengakomodir 71.500.000 | Pelaksanaan RPPLH Denpasar ! yang 71.500.000
kabupaten/kota RPPLH kabupaten/kota dokumen kabupaten/kota telah mengakomodir dokumen
RPPLH kabupaten/kota
-Persentase 4% -Persentase 4%
PROGRAM p_enlngkatan kualitas EgﬁgERﬁlgnALlAN p_enlngkatan kualitas
PENGENDALIAN al',’ . % PENGENDALIA aFl,r t »
PENCEMARAN Denpasar | . cloemase ° 2.700.665.000 Denpasar | .. coemase ° 2.700.665.000
peningkatan kualitas DAN/ATAU peningkatan kualitas
DAN/ATAU KERUSAKAN d KERUSAKAN d
LINGKUNGAN HIDUP udara udara
2% LINGKUNGAN HIDUP 2%
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-Persentase
peningkatan kualitas
tutupan lahan

-Persentase
peningkatan kualitas
tutupan lahan

-Jumlah dokumen uji 1 -Jumlah dokumen uji 1
kualitas lingkungan dokumen kualitas lingkungan dokume
hidup dilaksanakan hidup dilaksanakan n
terhadap media tanah, terhadap media tanah,
air, udara, dan laut air, udara, dan laut
- Jumlah dokumen - Jumlah dokumen hasil 1
hasil koordinasi dan 1 koordinasi dan dokume
P sinkronisasi dokumen Pencegahan sinkronisasi n
encegahan X L N R h
encemaran dan/atau inventarisasi gas pencemaran dan/atau |nventar|_sa5| gas ruma
p . Denpasar rumah kaca dari sektor 611.154.000 | kerusakan Denpasar | kaca dari sektor 611.154.000
kerusakan lingkungan Linak Hid linak hid Linak Hid
hidup kabupaten/kota ingkungan Hidup ingkungan hidup ingkungan Hidup yang
yang dilaksanakan kabupaten/kota dilaksanakan
- Jumlah pengambilan 1 - Jumlah pengambilan 1
contoh uji, pengujian dokumen contoh uji, pengujian dokume
parameter kualitas parameter kualitas n
lingkungan dan lingkungan dan
dokumen mutu yang dokumen mutu yang
dilaksanakan dilaksanakan
Koordinasi,
L Sinkronisasi,dan
Koordinasi, Pelaksanaan
Sinkronisasi,dan Jumlah Dokumen uji P Jumlah Dokumen uji
. j encegahan . : .
Pelaksanaan Pencegahan kualitas lingkungan 1 Pencemaran kualitas lingkungan hidup 1
Pencemaran Lingkungan Denpasar hidup dilaksanakan 287.911.000 . . Denpasar | dilaksanakan terhadap 287.911.000
) . . dokumen Lingkungan Hidup ) dokumen
Hidup dilaksanakan terhadap media ) media
. h dilaksanakan terhadap .
terhadap media tanah,air,udara,dan laut media tanah,air,udara,dan laut
tanah,air,udara,dan laut .
tanah,air,udara,dan
laut
s o . Jumlah Dqkumen Hasil Koordinasi,Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi,Sinkronisasi Koordinasi dan .
. NS dan Pelaksanaan Koordinasi dan
dan Pelaksanaan Sinkronisasi 1 Pengendalian Emisi Sinkronisasi Inventarisasi 1
Pengendalian Emisi Gas Denpasar Inventarisasi Gas 51.500.000 9 Denpasar . 51.500.000
. . dokumen Gas Rumah Kaca Gas Rumah Kaca dari dokumen
Rumah Kaca Mitigasi dan Rumah Kaca dari sektor o . ) )
) . . . Mitigasi dan Adaptasi sektor lingkungan hidup
Adaptasi Perubahan Iklim lingkungan hidup yang ) .
) Perubahan Iklim yang dilaksanakan
dilaksanakan
Pengelolaan laboraturium Jumlah pengujian yang 1 ::;ig?:tlg:fuamn jﬁ;?!:gnr;ig%ug IZ r;] yang 1
lingkungan hidup Denpasar dilaksanakan oleh 271.743.000 | . . Denpasar . . 271.743.000
. ) dokumen lingkungan hidup laboraturium lingkungan dokumen
kabupaten/kota laboraturium lingkungan kabupaten/kota
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Penanggulangan

Jumlah laporan
sosialisasi informasi
peringatan
pencemaran dan/atau

Penanggulangan
pencemaran dan/atau

Jumlah laporan
sosialisasi informasi
peringatan pencemaran
dan/atau kerusakan

pencemaran dan/atau Denpasar kgrusakan lingkungan 1 laporan 1.610.109.000 | kerusakan Denpasar lingkungan h'.duP pada 1 1.610.109.000
kerusakan lingkungan hidup pada . . masyarakat di laporan
© . lingkungan hidup
hidup kabupaten/kota masyarakat di kabupaten/kota yang
kabupaten/kota N
kabupaten/kota yang dilaksanakan
dilaksanakan
Jumlah laporan Jumlah laporan
L . sosialisasi informasi L . sosialisasi informasi
Pemberian informasi ) Pemberian informasi .
. peringatan pencemaran . peringatan pencemaran
peringatan pencemaran dan/ K K peringatan dan/atau k K
dan/atau kerusakan an atau erusakan pencemaran dan/atau janjatau kerusakan
- : Denpasar lingkungan hidup pada 1 laporan 1.610.109.000 ) Denpasar lingkungan hidup pada 1 laporan 1.610.109.000
lingkungan hidup pada : kerusakan lingkungan .
masyarakat masyarakat di hidup pada masyarakat masyarakat di
kabupaten/kota yang kabupaten/kota yang
dilaksanakan dilaksanakan
Pemulihan pencemaran Jumlah dokumen hasil Pemulihan Jumlah dokumen hasil
dan/atau kerusakan koordinasi, pencemaran dan/atau koordinasi, sinkronisasi
lingkungan hidup sinkronisasi dan 1 kerusakan dan pelaksanaan 1
kabupaten/kota Denpasar pelaksanaan dokumen 479.402.000 lingkungan hidup Denpasar rehabilitasi dokume 479.402.000
rehabilitasi kabupaten/kota n
Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan
Koordinasi dan koordinasi dan Koordinasi dan koordinasi dan
sinkronisasi rehabilitasi Denpasar s[nkronlsa5| rehabilitasi 1 kegiatan 479.402.000 sinkronisasi rehabilitasi Denpasar sinkronisasi rehabilitasi di _ 1 479.402.000
di kabupaten/kota yang kabupaten/kota yang kegiatan
dilaksanakan dilaksanakan
. 0, | o,
PROGRAM pZ?;zﬁr;\?rZZn pohon 0% PROGRAM p':?;z(leirr]lt:rsaean pohon o
PENGELOLAAN X PENGELOLAAN -
KEANEKARAGAMAN Denpasar ?:;::ce'?\?;se taman 100 10.333.140.000 KEANEKARAGAMAN Denpasar E):;l;:?]tnagse taman van 100% 10.333.140.000
HAYATI (KEHATI) . ° HAYATI (KEHATI) > yang °
yang terpelihara terpelihara
-Luas RTH yang 1.792,12 -Luas RTH yang 1.792,12
dikelola lingkup Ha dikelola lingkup Ha
kewenangan kewenangan
Pengelolaan kabupaten/kota Pengelolaan kabupaten/kota
keanekaragaman hayati Denpasar -L.uas taman k?hat' 7 Ha 10.333.140.000 keane_karagaman Denpasar -L.uas taman k?hat' 7Ha 10.333.140.000
lainnya yang dikelola hayati lainnya yang dikelola
kabupaten/kota - ;
lingkup kewenangan kabupaten/kota lingkup kewenangan
kabupaten/kota kabupaten/kota
- Jumlah Sarana dan - Jumlah Sarana dan
Prasarana 39 unit Prasarana 39 unit

32




Keanekaragaman Hayati
yang dikelola

Keanekaragaman Hayati
yang dikelola

Luas RTH yang dikelola

Luas RTH yang dikelola

Pengelolaan ruang - 1.792,12 Pengelolaan ruang lingkup kewenangan 1.792,12
terbuka hijau (RTH) Denpasar lingkup kewenangan Ha 1.561.457.000 terbuka hijau (RTH) Denpasar kabupaten/kota Ha 1.561.457.000
kabupaten/kota
Jumlah Sarana dan Pengelolaan Sarana Jumlah Sarana dan
Pengelolaan Sarana dan Prasarana dan Prasarana Prasarana
Prasarana Denpasar . 39 unit 8.771.683.000 Denpasar . 39 unit 8.771.683.000
. Keanekaragaman Hayati Keanekaragaman Keanekaragaman Hayati
Keanekaragaman Hayati ) : )
yang dikelola Hayati yang dikelola
PROGRAM BENGENDALIAN
PENGENDALIAN BAHAN BAHAN BERBAHAYA
BERBAHAYA DAN Persentase TPS DAN BERACUN (B3) Persentase TPS limbah
BERACUN (B3) DAN Denpasar limbah B3 yang 100% 158.716.000 DAN LIMBAH BAHAN Denpasar | B3 yang memenuhi 100% 158.716.000
LIMBAH BAHAN memenuhi syarat syarat
BERBAHAYA DAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH
BERACUN (LIMBAH B3) B3)
Jumlah 'ap°.’a.'“ . Jumlah laporan
kegiatan verifikasi . e
kegiatan verifikasi
lapangan pemenuhan I h
. komitmen Penvi kapapgan pemenuhan 1
F_’enylmpanan sementara Denpasar persetujuan/izin 1 laporan 158.716.000 enyimpanan Denpasar omltmgn - 158.716.000
limbah B3 envimpanan sementara limbah B3 persetujuan/izin laporan
penyimp penyimpanan
sementara dan
sementara dan
pengumpulan
pengumpulan
Jum!ah I?poran kegiatan Verifikasi lapangan Jum!ah Igporan kegiatan
. verifikasi lapangan . verifikasi lapangan
Pembinaan dan . untuk memastikan .
pemenuhan komitmen pemenuhan komitmen
pemantauan pelaksanaan persetujuan/izin pemenuhan persetujuan/izin
rincian teknis Denpasar : 1 laporan 158.716.000 | persyaratan Denpasar : 1 laporan 158.716.000
. penyimpanan sementara 7% ) . penyimpanan sementara
penyimpanan sementara administrasi dan teknis :
- dan pengumpulan . dan pengumpulan limbah
limbah B3 . penyimpanan
limbah B3 )
sementara limbah B3
Persentase ketaatan
PROGRAM PEMBINAAN Persentase ketaatan PROGRAM penanggungjawab
penanggungjawab PEMBINAAN DAN .
DAN PENGAWASAN . usahal/kegiatan yang
usahal/kegiatan yang PENGAWASAN N .
TERHADAP IZIN N X diawasi ketaatannya
LINGKUNGAN DAN IZIN diawasi ketaatannya TERHADAP 1ZIN terhadap Persetujuan
Denpasar terhadap Persetujuan 86% 227.320.000 | LINGKUNGAN DAN Denpasar 86% 227.320.000

PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
(PPLH)

Lingkungan yang
diterbitkan oleh
Pemerintah Kota
Denpasar

IZIN PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
(PPLH)

Lingkungan yang
diterbitkan oleh
Pemerintah Kota
Denpasar
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- Jumlah rekomendasi 200 - Jumlah rekomendasi 200
dan/atau persetujuan dokumen dan/atau persetujuan dokume
teknis, persetujuan teknis, persetujuan n
lingkungan, dan surat . lingkungan, dan surat
. Pembinaan dan R
Pembinaan dan kelayakan operasi engawasan kelayakan operasi yang
yang diberikan peng diberikan
pengawasan terhadap . terhadap usaha .
N - Jumlah laporan dari X - Jumlah laporan dari
usaha dan/atau kegiatan dan/atau kegiatan
A usaha dan/atau N usaha dan/atau
yang izin lingkungan dan | Denpasar kegiatan vang diawasi 227.320.000 | yang izin lingkungan Denpasar kegiatan vang diawasi 227.320.000
izin PPLH diterbitkan ~egiatan yang dan izin PPLH .egiatan yang
. izin lingkungan, 70 N . izin lingkungan,
oleh pemerintah daerah i diterbitkan oleh f -
persetujuan laporan . persetujuan lingkungan, 70
kabupaten/kota . pemerintah daerah K
lingkungan, surat kabupaten/kota surat kelayakan operasi laporan
kelayakan operasi oleh P oleh Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Jumlah rekomendasi .
: S Jumlah rekomendasi
I dan/atau persetujuan Fasilitasi pemenuhan :
Fasilitasi pemenuhan . . dan/atau persetujuan
ketentuan dan kewajiban teknis, persetujuan 20 ketentuan dan teknis, persetujuan 20
R ) Denpasar lingkungan, dan surat 227.230.000 | kewajiban izin Denpasar ) P y 227.230.000
izin lingkungan dan/atau . dokumen ) lingkungan, dan surat dokumen
. kelayakan operasi yang lingkungan dan/atau .
izin PPLH N - kelayakan operasi yang
diberikan izin PPLH o
diberikan
PROGRAM Persentase pemberian PROGRAM AA Persentase pemeberian
PENGHARGAAN Denpasar | Penghargaan 3% $17.649.000 | LINGKUNGAN HIDUP | Denpasar | Penghargaan 3% 317.849.000
LINGKUNGAN HIDUP P lingkungan hidup ° U UNTUK P lingkungan hidup ¢ U
UNTUK MASYARAKAT MASYARAKAT
Jumlah Jumlah
masyarakat/lembaga Pemberian masyarakat/lembaga
Pemberian penghargaan masyarakat/dunia penghargaan masyarakat/dunia
lingkungan hidup tingkat | Denpasar usahal/dunia 317.849.000 | lingkungan hidup Denpasar | usahal/dunia 317.849.000
daerah kabupaten/kota pendidikan/filantropi 5 entitas tingkat daerah pendidikan/filantropi 5 entitas
yang dinilai kinerjanya kabupaten/kota yang dinilai kinerjanya
dalam rangka PPLH dalam rangka PPLH
Penilaian kinerja Penilaian kinerja Jumlah
masyarakat/lembaga Jumlah masyarakat/lembaga
- . masyarakat/lembaga
masyarakat/dunia masyarakat/lembaga masyarakat/dunia :
. ; . masyarakat/dunia
usaha/dunia masyarakat/dunia usaha/dunia usaha/dunia
pendidikan/filantropi dalam | Denpasar usaha/dunia 5 entitas 317.849.000 | pendidikan/filantropi Denpasar - ) . 5 entitas 317.849.000
) . ) . . pendidikan/filantropi yang
perlindungan dan pendidikan/filantropi dalam perlindungan o
. L L dinilai kinerjanya dalam
pengelolaan lingkungan yang dinilai kinerjanya dan pengelolaan rangka PPLH
hidup dalam rangka PPLH lingkungan hidup 9
PROGRAM Persentase volume PROGRAM Persentase volume
PENGELOLAAN Denpasar sampah yang dikelola 100% 67.546.477.000 | PENGELOLAAN Denpasar | sampah yang dikelola 100% 67.546.477.000
PERSAMPAHAN PERSAMPAHAN
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Jumlah volume

1.020

Jumlah volume sampah

1.020

Pengelolaan Sampah Denpasar sampah yang dikelola ton/hari 67.546.477.000 | Pengelolaan Sampah Denpasar | yang dikelola ton/hari 67.546.477.000
Jumlah masyarakat, Jumlah masyarakat,
kelompok masyarakat
) - . kelompok masyarakat
) atau para pihak lainnya Peningkatan peran ; :
Peningkatan peran serta ana terlibat aktif dalam 10 serta masvarakat atau para pihak lainnya 10
masyarakat dalam Denpasar | Y2"9 kelompok 2.963.664.000 Y Denpasar | yang terlibat aktif dalam | kelompok | 67.546.477.000
kegiatan pengelolaan dalam pengelolaan ;
pengelolaan persampahan . kegiatan pengelolaan
sampah berbasis persampahan )
sampah berbasis
masyarakat
masyarakat
Jumlah sarana dan Jumlah sarana dan
Penvediaan sarana dan prasarana penanganan Penyediaan sarana prasarana penanganan
prasgrana pengelolaan sampah untuk kegiatan dan prasarana sampah untuk kegiatan
persampahan di Denpasar pemilahan, 413 unit 40.133.650.000 | pengelolaan . Denpasar pemilahan, pengumpulan, 413 unit 2.963.664.000
TPA/TPST/SPA pengumpulan, persampahan di pengangkutan,
Kabupaten/kota pengangkutan, TPA/TPST/SPA pengolahan dan
p pengolahan dan kabupaten/kota pemrosesan akhir
pemrosesan akhir
Penanganan sampah Jumiah sgmpah yang Penanganan sampah Jumlah sa}mpah yang
: . tertangani melalui : . tertangani melalui proses
melalui pemilahan dan ; melalui pemilahan dan )
; proses pemilahan dan ; pemilahan dan
pengolahan sampah di . pengolahan sampah di )
; ; pengolahan sampah di ; ) pengolahan sampah di
instalasi pengolahan instalasi pengolahan instalasi pengolahan instalasi pengolahan
sampah TPS3R, PDU, sampah TPS3R, PDU, sampah TPS3R, PDU, sampah TPS3R, PDU,
TPST, TPS, SPA, D TPST, SPA 1,020 t 24.449.163.000 | 1PST, TPS, SPA, D TPST, SPA 1.020't 40.133.650.000
PSEL/PLTSa, RDF, pusat | ~orPasal ey mevton AR ABS PSEL/PLTSa, RDF enpasar » ST M 020 ton
’ ’ PSEL/PLTSa, RDF, ’ ’ PSEL/PLTSa, RDF, pusat
pengomposan, pusat pengomposan,
pusat pengomposan, pengomposan,

biodigester, bank sampah
dan fasilitas lainnya sesuai
dengan peraturan
perundangan

biodigester, bank
sampah dan fasilitas
lainnya sesuai dengan
peraturan perundangan

biodigester, bank
sampah dan fasilitas
lainnya sesuai dengan
peraturan perundangan

biodigester, bank sampah
dan fasilitas lainnya
sesuai dengan peraturan
perundangan
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Denpasar dibuat

berdasarkan penelaahan beberapa bahan kajian diantaranya

a.

-~ ® o o0 o

= «

Sistem perencanaan pembangunan nasional

Rencana pembangunan jangka panjang nasional

Rencana pembangunan jangka menengah nasional

Rencana pembangunan jangka menengah daerah propinsi Bali
Rencana pembangunan jangka panjang daerah kota Denpasar
Rencana pembangunan jangka menengah daerah kota Denpasar
Potensi dan permasalahan SLHD kota Denpasar

Monitoring evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya
Musyawarah pembangunan tingkat kecamatan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar 2021-
2026

Tabel 2.5

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2026 Kota Denpasar

No Program / kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran | Catatan
/ Volume
(1 (2) (3) (4) (5) (6)
1 Pengelolaan Keanekaragaman JI. Ahmad Yani Utara No. | -Luas RTH yang dikelola lingkup 1 unit
Hayati (KEHATI) Pengelolaan 167, Peguyangan, kewenangan kabupaten/kota
Keanekaragaman Hayati Denpasar Utara, Kota -Luas taman kehati lainnya yang
Kabupaten/Kota Denpasar dikelola lingkup kewenangan
kabupaten/kota
- Jumlah Sarana dan Prasarana
Keanekaragaman Hayati yang
dikelola
2 Pengelolaan Keanekaragaman JI Pulau Biak I, Br -Luas RTH yang dikelola lingkup 1 unit
Hayati (KEHATI)/ Pengelolaan Pengiasan, Dauh Puri kewenangan kabupaten/kota
Keanekaragaman Hayati Kauh, Denpasar Barat, -Luas taman kehati lainnya yang
Kabupaten/Kota Kota Denpasar dikelola lingkup kewenangan
kabupaten/kota
- Jumlah Sarana dan Prasarana
Keanekaragaman Hayati yang
dikelola
3 Pengelolaan Persampahan/ Banjar tag-tag kelod Jumlah volume sampah yang 2 unit
Pengelolaan Sampah peguyangan, Kota dikelola

Denpasar, Denpasar
Utara, Peguyangan , Kota
Denpasar
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Pengelolaan Keanekaragaman Balai Br Umasari, Kota -Luas RTH yang dikelola lingkup 1 pohon
Hayati (KEHATI)/ Pengelolaan Denpasar kewenangan kabupaten/kota
Keanekaragaman Hayati -Luas taman kehati lainnya yang
Kabupaten/Kota dikelola lingkup kewenangan

kabupaten/kota

- Jumlah Sarana dan Prasarana

Keanekaragaman Hayati yang

dikelola
Pengelolaan Keanekaragaman Lapangan Lumintang JI. -Luas RTH yang dikelola lingkup 1 unit

Hayati (KEHATI)/ Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati
Kabupaten/Kota

Mataram, Dauh Puri Kaja,
Denpasar Utara, Kota
Denpasar

kewenangan kabupaten/kota
-Luas taman kehati lainnya yang
dikelola lingkup kewenangan
kabupaten/kota

- Jumlah Sarana dan Prasarana
Keanekaragaman Hayati yang
dikelola
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BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Permasalahan Lingkungan Hidup masih akan dihadapkan pada
pencemaran air, udara, tanah, sampah, dan limbah B3 terutama yang bersumber
dari kegiatan industri dan jasa, rumah tangga (limbah domestik) dan sektor
transportasi. Adapun permasalahan kerusakan lingkungan, terutama berkaitan
dengan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai ( DAS ) yang saat ini
umumnya sudah tercemar . Selain itu kerusakan lingkungan akibat kebakaran
hutan dan lahan, terutama terkait dengan pencemaran asap lintas batas negara.

Posisi geografis indonesia yang terletak di daerah tropis dan kepulauan,
rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti kenaikan temperatur
perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan / kemarau
dan kenaikan muka air laut. Antisipasi terhadap bencana terkait perubahan iklim,
seperti kekeringan, banijir, longsor, dan bencana lainnya, diantaranya melalui
pengembangan sistem peringatan dini bencana. Upaya terpadu antar para
pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan berfungsinya
pengembangan sistem peringatan dini bencana dan meningkatnya kemampuan
untuk mengurangi resiko kejadian bencana yang terkait dengan perubahan iklim.

Pada akhirnya, kerusakan lingkungan yang terus meningkat akan memiliki
dampak negatif pada aspek ekonomi dan sosial. Berbagai perkiraan kerugian
yang disebabkan oleh dampak kerusakan lingkungan, menunjukkan angka yang
sangat signifikan. Antisipasi terhadap permasalahan—permasalahan tersebut
diatas secara nasional ada 4 program yang di canangkan oleh Kementrian
Lingkungan Hidup vyaitu :(1) Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan ; (2) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam ; (3)
Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup ; dan (4) Peningkatan Kualitas dan Akses informasi sumber daya alam dan
lingkungan hidup

Terkait dengan program—program secara nasional tersebut dalam rangka

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari potensi permasalahan
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lingkungan yang ada, pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Lingkungan
Hidup dan Kebersihan pada tahun 2026 sudah berupaya membuat rencana kerja
antisipasi melalui beberapa Program dan kegiatan diantaranya:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
kegiatannya :
1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan peralatan rumah tangga
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- koordinasi dan konsultasi SKPD
4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan
kendaraan dinas operasional atau lapangan
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, kegiatannya :
6) Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Kabupaten/Kota
- Pengendalian Pelaksanaan RPPLH kabupaten/kota
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup,
kegiatannya :
7) Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
- Koordinasi,siinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran

lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air,udara dan laut
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- Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah
kaca,mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
- Pengelolaan laboraturium lingkungan hidup kabupaten/kota
8) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
- Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup pada masyarakat
9) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), kegiatannya :
10)Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
- Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
- Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
5.Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
11)Penyimpanan sementara Limbah B3
- Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan
sementara limbah B3
6.Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap lzin Lingkungan Dan lzin
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), kegiatannya :
12) Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang
Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
- Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau
izin PPLH
7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, kegiatannya :
13)Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
- Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia
pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup
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8. Program Pengelolaan Persampahan, kegiatannya :
14) Pengelolaan Sampah

- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

-Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di
TPA/TPST/SPA Kabupaten/kota

-Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di
instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA,
PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah
dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
a. Tujuan :

Tujuan dari pembuatan Renja Perangkat Daerah ini adalah untuk dapat
menyusun program, kegiatan dan pagu dana serta indikator kinerja beserta
target — targetnya pada tahun keempat yang merupakan penjabaran dari visi
misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan pembangunan lingkungan
hidup Kota Denpasar tahun 2021-2026 dan RPJPD 2005-2025. Hal tersebut
bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dengan telah
tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar tahun 2026 ini diharapkan nantinya tujuan dari program /
kegiatan yang direncanakan dapat berjalan lebih terarah, efisien dan efektif
sesuai dengan RPJMD 2021-2026 dan visi, misi ,tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, indikator dan pagu dana sebagaimana yang telah digariskan
didalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Denpasar
tahun 2021-2026, sehingga tujuan dari perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup sebagaimana yang diamanatkan didalam undang — undang
nomor 32 tahun 2009 dan undang — undang nomor 18 Tahun 2008 tentang
pengelolaan persampahan berupa peningkatan kualitas lingkungan dapat

terwujud.

b. Sasaran :
Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-
tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan

fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesisifik, terinci, dapat diukur dan
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dapat dicapai. Adapun sasaran pembangunan lingkungan hidup tahun 2024
yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

2. Optimalisasi pengelolaan sampah

Pada tahun 2025 untuk target sasaran optimalisasi pengelolaan sampah

dengan indikator persentase volume sampah yang masuk ke TPST
berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
Tahun 2021-2026 sebesar 87%, namun mengingat 1(satu) TPST yaitu TPST
Tahura Pedungan sudah putus kontrak dan 2 (dua) TPST yaitu TPST Kesiman
Kertalangu dan TPST Padang Sambian Kaja kinerjanya tidak optimal maka
perlu adanya penyesuaian target sesuai kondisi yang ada di lapangan vyaitu
menjadi 5,01%.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar

No Tujuan/Sasaran Indikator Sasaran Target 2026
Indeks kualitas Air 65.88
Meningkatnya kualitas :
1. Indeks kualitas Udara 78.09
lingkungan hidup
Indeks kualitas lahan 39.95
5 Optimalisasi pengelolaan Persentase volume 97%
' sampah sampah yang dikelola °

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
1. Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan.

Faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
Denpasar Tahun 2026 adalah :

- RPJPD 2025 - 2045

- RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026

- Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota

Denpasar Kota Denpasar tahun 2021-2026

- Visi Misi Kepala Daerah
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- Capaian kinerja dan evaluasi terhadap program dan kegiatan tahun
2024
- Isu —isu lingkungan yang bersifat global / lokal
2. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan :

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2025 dirancang
sebesar Rp. 198.834.814.653 terdiri dari 8 progam, 14 kegiatan dan 25 sub
kegiatan dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
kegiatannya :
1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan peralatan rumah tangga
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- koordinasi dan konsultasi SKPD
4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan
kendaraan dinas operasional atau lapangan
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, kegiatannya :
6) Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Kabupaten/Kota
- Pengendalian Pelaksanaan RPPLH kabupaten/kota
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup,

kegiatannya :
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7)Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
- Koordinasi,sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran
lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air,udara dan laut

- Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah
kaca,mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

- Pengelolaan laboraturium lingkungan hidup kabupaten/kota

8)Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Kabupaten/Kota

- Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup pada masyarakat

9) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), kegiatannya :
10)Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
- Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
- Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
11) Penyimpanan Sementara Limbah B3
-Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Rincian Teknis Penyimpanan
sementara limbah B3
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), kegiatannya :

12) Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin
Lingkungan Dan lzin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
- Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin

PPLH
7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, kegiatannya :
13) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
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- Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia
pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup

8. Program Pengelolaan Persampahan, kegiatannya :
14) Pengelolaan Sampah
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
-Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di
TPA/TPST/SPA Kabupaten/kota
-Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di
instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA,
PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan

fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2026

disajikan dalam tabel 3.1 berikut :
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Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Catat Peran
P:'r:ti Perkiraan Maju I?ak:rta
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 n h
No. Rekening Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub 9
Program/Kegiatan Kegiatan Target Kebutuhan Sumb Target Kebutuhan
Lokasi Capaian Dana/Pagu er Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Dana Kinerja Indikatif
1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 14
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBERSIHAN
URUSAN WAJIB NON
2 PELAYANAN DASAR DLHK
URUSAN
2.11 AN LINGKUNGAN 198.834.814.653 4.735.165.044.572 | DLHK
HIDUP
PROGRAM PENUNJANG
SR Persentase pemenuhan
2.11.01 PEMERINTAHAN P - Denpasar 100% 117.479.147.653 100% | 4.638.805.237.292 | DLHK
layanan kesekretariatan
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase pemenuhan
2.11.01.2.02 (EIIEUEE LT | LG MIER ELINEE] |y oo 100% |  62.821.191.732 100% 68.752.428.533 | DLHK
Perangkat Daerah keuangan perangkat
daerah
. .. Jumlah orang yang
2.11.01.2.02.0001 | Fenyediaan gaji dan menerima gaji dan Denpasar AL 62.821.191.732 2 68.752.428.533 | DLHK
tunjangan ASN . orang/bulan orang/bulan
tunjangan ASN
P Persentase pemenuhan
ministrasi . .
2.11.01.2.05 Kepegawaian Perangkat ::eb““‘ha“_ adm'"'Sth’as' Denpasar 100% 2.276.368.000 100% | 4.509.290.473.081 | DLHK
Daerah epegawaian daera
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Pengadaan pakaian dinas

Jumlah Paket Pakaian
Dinas beserta atribut

2.11.01.2.05.0002 . Denpasar 1 paket 2.276.368.000 1 paket | 4.509.290.473.081 | DLHK
atribut kelengkapannya kelengkapannya
Persentase pemenuhan
Administrasi umum kebutuhan administrasi
2.11.01.2.06 Denpasar 100% 1.216.641.250 100% 1.147.996.883 | DLHK
perangkat daerah umum perangkat daerah
Penvediaan peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan
2.11.01.2.06.0002 Y P Perlengkapan Kantor yang Denpasar 1 paket 1.013.589.000 1 paket 941.611.253 | DLHK
perlengkapan kantor Disedi
isediakan
Penyediaan peralatan Jumlah Paket Peralatan
2.11.01.2.06.0003 | rumah tangga Rumah Tangga yang Denpasar 1 paket 20.427.000 1 paket 22.914.100 | DLHK
Disediakan
Penyediaan barang Jumlah Paket Barang
2.11.01.2.06.0005 | cetakan dan Cetakan dan Penggandaan Denpasar 1 paket 105.805.250 1 paket 117.493.530 | DLHK
penggandaan yang Disediakan P
Penyelenggaraan rapat Jumlah laporan
koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan rapat
2.11.01.2.06.0009 SKPD koordinasi dan konsultasi Denpasar 1 laporan 76.820.000 1 laporan 65.978.000 | DLHK
SKPD
. . Persentase pemenuhan
zgrr:xﬁ?a:zgnuﬁjssaan kebutuhan penyediaan jasa
i 0, o,
2.11.01.2.08 pemerintahan daerah penunj'ang urusan Denpasar 100% 50.294.439.671 100% 58.878.350.795 | DLHK
pemerintah daerah
2.11.01.2.08.0002 | komunikasi, sumber daya . L Denpasar 1 laporan 570.135.000 1 laporan 706.961.000 | DLHK
. o daya air dan listrik yang
air dan listrik O
disediakan
Penyediaan jasa Jumlah Laporan Penyediaan
2.11.01.2.08.0004 | pelayanan umum kantor Jasa Pelayanan Umum Denpasar 1 laporan 49.724.304.671 1 laporan 58.169.389.795 | DLHK
Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan barang Persentase pemenuhan
milik daerah penunjang | pemeliharaan barang milik
2.11.01.2.09 urusan pemerintahan daerah penunjang urusan | Denpasar 100% 870.507.000 100% 735.988.000 | DLHK

daerah

pemerintah daerah
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Penyediaan jasa
pemeliharaan, biaya
pemeliharaan, pajak dan

Jumlah kendaraan dinas
operasional atau lapangan
yang dipelihara dan

2.11.01.2.09.0002 perizinan kendaraan dinas | dibayarkan pajak dan Denpasar 51 unit 31.550.000 51 unit 32.835.000 | DLHK
operasional atau lapangan | perizinannya
Pemeliharaan peralatan Jumlah peralatan dan mesin
2.11.01.2.09.0006 | dan mesin lainnya lainnya yang dipelihara Denpasar 97 unit 723.757.000 97 unit 545.721.000 | DLHK
Pemeliharaan/rehabilitasi | Jumlah gedung kantor dan
2.11.01.2.09.0009 | gedung kantor dan bangunan lainnyayang | penpasar 2 unit 115.200.000 2 unit 157.432.000 | DLHK
bangunan lainnya dipelihara atau direhabilitasi
AL Persentase ketersediaan
2.11.02 PERENCANAAN RPPLH Kota Denpasar Denpasar 80% 71.500.000 100% 78.650.000 | DLHK
LINGKUNGAN HIDUP P
Rencana perlindungan Jumlah muatan hasil
dan pengelolaan penyusunan dan
2.11.02.2.01 lingkungan hidup penetapan RPPLH Denpasar 1 dokumen 71.500.000 1 dokumen 78.650.000 | DLHK
kabupaten/kota kabupaten/kota yang
disusun
Pengendalian \Iigm'l:Ea?kur:netn Iterl]ahan
2.11.02.2.01.0002 | Pelaksanaan RPPLH jakan yang tefa Denpasar 1 dokumen 71.500.000 1 dokumen 78.650.000 | DLHK
mengakomodir RPPLH
kabupaten/kota Kk
abupaten/kota
PROGRAM -Persentase peningkatan 4% 5%
PENGENDALIAN kualitas air 4% 5%
i 0, 0,
2.11.03 e ATy N Persentase peningkatan | penpasar 2L 2.700.665.000 2 7.442.974.000 | DLHK
KERUSAKAN -Persentase peningkatan
LINGKUNGAN HIDUP kualitas tutupan lahan
-Jumlah dokumen uji 1 dokumen 1 dokumen
kualitas lingkungan hidup
Pencegahan dilaksanakan terhadap
encemaran dan/atau media tanah, air, udara, 1 dokumen 1 dokumen
2.11.03.2.01 E . dan laut Denpasar 611.154.000 618.244.000 | DLHK
erusakan lingkungan .
hidup kabupaten/kota - Jumlah dokumen hasil
koordinasi dan 1 dokumen 1 dokumen

sinkronisasi inventarisasi
gas rumah kaca dari
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sektor Lingkungan Hidup
287yang dilaksanakan

- Jumlah pengambilan
contoh uji, pengujian
parameter kualitas
lingkungan dan dokumen
mutu yang dilaksanakan

Koordinasi,
Sinkronisasi,dan
Pelaksanaan Pencegahan
Pencemaran Lingkungan

Jumlah Dokumen uji kualitas
lingkungan hidup

2.11.03.2.01.0001 ) . dilaksanakan terhadap Denpasar 1 dokumen 287.911.000 1 dokumen 259.013.700 | DLHK
Hidup dilaksanakan ) .
: media tanah,air,udara,dan
terhadap media laut
tanah,air,udara,dan laut
L L Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi,Sinkronisasi . . . ..
Koordinasi dan Sinkronisasi
CEN [Pl e Inventarisasi Gas Rumah
2.11.03.2.01.0002 | Pengendalian Emisi Gas X . Denpasar 1 dokumen 51.500.000 1 dokumen 56.650.000 | DLHK
e Kaca dari sektor lingkungan
Rumah Kaca Mitigasi dan hidup vana dilaksanakan
Adaptasi Perubahan Iklim Pyang
Jumlah pengambilan contoh
Pengelolaan laboraturium Eﬂ’aﬁg;glli]rjllal?uﬂa':r?q;;ir
2.11.03.2.01.0015 | lingkungan hidup dok 9 i 9 Denpasar 1 dokumen 271.743.000 1 dokumen 302.580.300 | DLHK
kabupaten/kota oxumen mutu yang
dilaksanakan
Jumlah laporan sosialisasi
informasi peringatan
Penanggulangan
pencemaran dan/atau
LENEETEED CEGE kerusakan lingkungan
2.11.03.2.02 kerusakan lingkungan N g g . | Denpasar 1 laporan 1.610.109.000 1 laporan 1.493.448.000 | DLHK
- hidup pada masyarakat di
hidup kabupaten/kota
kabupaten/kota yang
dilaksanakan
Pemberian informasi e
. Jumlah laporan sosialisasi
peringatan pencemaran ; =Pt
dan/atau kerusakan informasi peringatan
2.11.03.2.02.0001 pencemaran dan/atau Denpasar 1 laporan 1.610.109.000 1 laporan 1.493.448.000 | DLHK

lingkungan hidup pada
masyarakat

kerusakan lingkungan hidup
pada masyarakat di
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kabupaten/kota yang
dilaksanakan

Pemulihan pencemaran
dan/atau kerusakan

Jumlah dokumen hasil
koordinasi, sinkronisasi

2.11.03.2.03 lingkungan hidup Denpasar 1 dokumen 479.402.000 1 dokumen 5.331.282.000 | DLHK
dan pelaksanaan
kabupaten/kota o
rehabilitasi
Jumlah kegiatan koordinasi
A ERARSETE || ASSeERICED - G EEESICERIEE | fr ey, 1 kegiatan 479.402.000 1 kegiatan 5.331.282.000 | DLHK
sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang
dilaksanakan
-Persentase pemeliharaan 40% 40%
gESgERIfgnLAAN pohon perindang 100% 100%
2.11.04 -Persentase taman yang Denpasar 10.333.140.000 11.280.727.150 | DLHK
KEANEKARAGAMAN terpelihara
HAYATI (KEHATI)
-Luas RTH yang dikelola 1.792,12 Ha 1.792,12 Ha
lingkup kewenangan
kabupaten/kota 7 Ha 7 Ha
-Luas Taman Kehati
lainnya yang dikelola 39 unit 39 unit
HETEE R lingkup kewenangan
2.11.04.2.01 keanekaragaman hayati Denpasar 10.333.140.000 11.280.727.150 | DLHK
kab ten/kot kabupaten/kota
abupatenikota - Jumlah Sarana dan
Prasarana
Keanekaragaman Hayati
yang dikelola
Pengelolaan ruang Luas RTH yang dikelola
2.11.04.2.01.0004 | terbuka hijau (RTH) lingkup kewenangan Denpasar 1.792,12 Ha 1.561.457.000 1.792,12 Ha 2.434.023.350 | DLHK
kabupaten/kota
Pengelolaan Sarana dan .IiL:;nSI:PaS:rana G
2.11.04.2.01.0007 | Prasarana . Denpasar 39 unit 8.771.683.000 7 Ha 8.846.703.800 | DLHK
Keanekaragaman Hayati Keanelfaragaman Hayati
yang dikelola
PROGRAM .
2.11.05 PENGENDALIAN FEReT el IES M g 100% 158.716.000 100% 139.480.000 | DLHK

BAHAN BERBAHAYA

yang memenuhi syarat
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DAN BERACUN (B3)
DAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)

Penyimpanan sementara

Jumlah laporan kegiatan
verifikasi lapangan
pemenuhan komitmen

2.11.05.2.01 li . - Denpasar 1 laporan 158.716.000 1 laporan 139.480.000 | DLHK
imbah B3 persetujuan/izin
penyimpanan sementara
dan pengumpulan
Pembinaan dan Jum!ah [aporan kegiatan
verifikasi lapangan
pemantauan pelaksanaan han komitmen
2.11.05.2.01.02 rincian teknis peme?Lf i Denpasar 1 laporan 158.716.000 1 laporan 139.480.000 | DLHK
penyimpanan sementara persetujuan/izin
limbah B3 penyimpanan semeptara
dan pengumpulan limbah B3
Persentase ketaatan
PROGRAM PEMBINAAN | penanggungjawab
DAN PENGAWASAN usahal/kegiatan yang
TERHADAP IZIN diawasi ketaatannya
2.11.06 L AN DAL :_"}:;ak?lan';:ﬁ’;:;‘;‘“a" Denpasar 86% 227.320.000 90% 238.122.500 | DLHK
PENGELOLAAN diterbitkan oleh
LINGKUNGAN HIDUP Pemerintah Kota
(PPLH) Denpasar
- Jumlah rekomendasi 200 200
dan/atau persetujuan dokumen dokumen
Pembinaan dan teknis, persetujuan
pengawasan terhadap lingkungan, dan surat
usaha dan/atau kegiatan | kelayakan operasi yang 70 laporan 70 laporan
2.11.06.2.01 yanalzinlingkengan cll=zil et Denpasar 227.320.000 238.122.500 | DLHK

dan izin PPLH
diterbitkan oleh
pemerintah daerah
kabupaten/kota

- Jumlah laporan dari
usaha dan/atau kegiatan
yang diawasi izin
lingkungan, persetujuan
lingkungan, surat
kelayakan operasi oleh
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Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Fasilitasi pemenuhan
ketentuan dan kewajiban

Jumlah rekomendasi
dan/atau persetujuan teknis,

2.11.06.2.01.0001 | izin lingkungan dan/atau persetujuan lingkungan, dan | Denpasar 20 dokumen 227.320.000 dokurﬁgg 238.122.500 | DLHK
izin PPLH surat kelayakan operasi
yang diberikan
PROGRAM .
PENGHARGAAN Persentase pe!neberlan
2.11.09 LINGKUNGAN HIDUP penghargaan lingkungan Denpasar 3% 317.849.000 3% 226.253.500 | DLHK
UNTUK MASYARAKAT | Mdup
Jumlah
- masyarakat/lembaga
Pemberian penghargaan -
Iingkungan%idgp g masyarakat/dunia
2.11.09.2.01 tinakat daerah usaha/dunia Denpasar 5 entitas 317.849.000 5 entitas 226.253.500 | DLHK
kalgu aten/kota pendidikan/filantropi yang
P dinilai kinerjanya dalam
rangka PPLH
Penilaian kinerja
Jumlah
masyarakat/lembaga kat/lemb
masyarakat/dunia masyarakatlembaga
usaha/dunia masyarakat/dunia
2.11.09.2.01.0001 pendidikan/filantropi usaha/dunia Denpasar 5 entitas 317.849.000 5 entitas 226.253.500 | DLHK
dalam perlindungan dan pendidikan/filantropi yang
enaelolaan linakunaan dinilai kinerjanya dalam
Eidu% gkung rangka PPLH
GROCR SN Persentase volume
2.11.11 PENGELOLAAN h dikelol Denpasar 100% 67.546.477.000 100% 76.953.600.130 | DLHK
PERSAMPAHAN sampah yang dikelola
2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah ;:r"';adh":’e‘:g::‘e sampah | bopoasar to:,ﬁ:g 67.546.477.000 to:/f]’gg 76.953.600.130 | DLHK
Jumlah masyarakat,
Peningkatan peran serta kelompok masyarakat atau
2.11.11.2.01.0004 | Masyarakat dalam para pihak lainnyaiyang Denpasar | 10 kelompok 2.963.664.000 10 kelompok 3.516.799.000 | DLHK
pengelolaan terlibat aktif dalam kegiatan
persampahan pengelolaan sampah

berbasis masyarakat
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Penyediaan sarana dan
prasarana pengelolaan

Jumlah sarana dan
prasarana penanganan
sampah untuk kegiatan

2.11.11.2.01.0007 | persampahan di pemilahan, pengumpulan, Denpasar 413 unit 40.133.650.000 413 unit 47.276.223.830 | DLHK
TPA/TPST/SPA pengangkutan, pengolahan
kabupaten/kota dan pemrosesan akhir
Penanganaq SEMEL) Jumlah sampah yang
G el e Gl tertangani melalui proses
pengolahan sampah di ng P
; . pemilahan dan pengolahan
instalasi pengolahan sampah di instalasi
sampah TPS3R, PDU, e o
TPST, TPS, SPA pengolanan sampa
2.11.11.2.01.0017 ; 3 : TPS3R, PDU, TPST, SPA, Denpasar 1.020 ton 24.449.163.000 1.020 ton 26.160.577.300 | DLHK

PSEL/PLTSa, RDF, pusat
pengomposan,
biodigester, bank sampah
dan fasilitas lainnya
sesuai dengan peraturan
perundangan

PSEL/PLTSa, RDF, pusat
pengomposan, biodigester,
bank sampah dan fasilitas
lainnya sesuai dengan
peraturan perundangan
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BAB IV

4.1.Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Denpasar dapat dilihat pada lampiran tabel 4.1

Tabel 4.1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan

Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2026

Target

Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Capaian Kebutuhan

Kode Rekening Pemerintah Daerah dan Kegiatan Kiger'a Dana/Pagu

Program/Kegiatan 1 Indikatif

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
URUSAN WAJIB NON

2 PELAYANAN DASAR 198.834.814.653
URUSAN
PEMERINTAHAN

2.1 BIDANG LINGKUNGAN 198.834.814.653
HIDUP
PROGRAM PENUNJANG
Lt Persentase pemenuhan layanan

2.11.01 PEMERINTAHAN kesekretariaF:an y 100% 117.479.147.653
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Pers'el?tase _pemenuhan kebutuhan 100% 62.821.191.732
Perangkat Daerah administrasi keuangan perangkat daerah
Penyediaan gaji dan Jumlah orang yang menerima gaji dan AU

2.11.01.2.02.0001 Y 98y . g yang gay orang/bula 62.821.191.732
tunjangan ASN tunjangan ASN n
eI Stias] Persentase pemenuhan kebutuhan

2.11.01.2.05 Kepegawaian Perangkat dmini _pk . h 100% 2.276.368.000
Daerah administrasi kepegawaian daera
Pengadaan pakaian dinas . . .

2.11.01.2.05.0002 | beserta atribut Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 1 paket 2.276.368.000

Kelengkapannya

kelengkapannya

2.11.01.2.06 Administrasi umum Pers_er_1tase _pemenuhan kebutuhan 100% 1.216.641.250
perangkat daerah administrasi umum perangkat daerah

211.01.2.06.0002 Penyediaan peralatan dan | Jumlah Paket Eerglatan dan Perlengkapan 1 paket 1.013.589.000
perlengkapan kantor Kantor yang Disediakan

2.11.01.2.06.0003 Penyediaan peralatan ngla_h Paket Peralatan Rumah Tangga yang 1 paket 20.427.000
rumah tangga Disediakan

211.01.2.06.0005 Penyediaan barang Jumlah Paket Barang_Cetgkan dan 105.805.250
cetakan dan penggandaan | Penggandaan yang Disediakan 1 paket
POTETEEEEED e Jumlah laporan penyelenggaraan rapat

2.11.01.2.06.0009 koordinasi dan konsultasi L ; 1 laporan 76.820.000
SKPD koordinasi dan konsultasi SKPD
Penyediaan jasa Persentase pemenuhan kebutuhan

2.11.01.2.08 penunjang urusan penyediaan jasa penunjang urusan 100% 50.294.439.671
pemerintahan daerah pemerintah daerah
Penyediaan jasa Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,

2.11.01.2.08.0002 komunikasi, sumber daya sumber daya air dan listrik yang disediakan 1 laporan 570.135.000
air dan listrik
Penyediaan jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan

2.11.01.2.08.0004 pelayanan umum kantor Umum Kantor yang Disediakan 1 laporan 49.724.304.671
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Pemeliharaan barang
milik daerah penunjang

Persentase pemenuhan pemeliharaan

2.11.01.2.09 urusan pemerintahan barang milik daerah penunjang urusan 100% 870.507.000
daerah pemerintah daerah
Penyediaan jasa
pemeliharaan, biaya Jumlah kendaraan dinas operasional atau
2.11.01.2.09.0002 pemeliharaan, pajak dan lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak 51 unit 31.550.000
perizinan kendaraan dinas | dan perizinannya
operasional atau lapangan
2.11.01.2.09.0006 Pemelihgraap peralatan Jymlgh peralatan dan mesin lainnya yang 97 unit 723.757.000
dan mesin lainnya dipelihara
FEmEIE e C e i Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya
2.11.01.2.09.0009 gedung kantpr dan yang dipelihara atau direhabilitasi 2 unit 115.200.000
bangunan lainnya
PROGRAM .
2.11.02 PERENCANAAN Persentase ketersediaan RPPLH Kota 80% 71.500.000
LINGKUNGAN HIDUP P
5::%1122;:::;?‘”“9&1" Jumlah muatan hasil penyusunan dan 1
2.11.02.2.01 li N penetapan RPPLH kabupaten/kota yang 71.500.000
ingkungan hidup N dokumen
kabupaten/kota T
p
Pengendalian ..
2.11.02.2.01.0002 | Pelaksanaan RPPLH Jumlah dokumen telahan kebijakan yang telah | 4 ), men 71.500.000
kabuoaten/kota mengakomodir RPPLH kkabupaten/kota
p
PROGRAM -Persentase peningkatan kualitas air 4%
PENGENDALIAN -Persentase peningkatan kualitas udara 4%
2.11.03 PENCEMARAN -Persentase peningkatan kualitas tutupan 2% 2.700.665.000
DAN/ATAU KERUSAKAN | lahan
LINGKUNGAN HIDUP
-Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan 1
hidup dilaksanakan terhadap media tanah, dokumen
air, udara, dan laut
Pencegahan - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan 1
2.11.03.2.01 pencemaran dan/atau sinl_(ronisasi _inventarisasi_ gas rumah kaca dokumen 611.154.000
kerusakan lingkungan dari sektor Lingkungan Hidup yang
hidup kabupaten/kota dilaksanakan 1
- Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian dokumen
parameter kualitas lingkungan dan
dokumen mutu yang dilaksanakan
Koordinasi,
Sinkronisasi,dan
Pelaksanaan Pencegahan | Jumlah Dokumen uji kualitas lingkungan hidup
2.11.03.2.01.0001 Pencemaran Lingkungan dilaksanakan terhadap media 1 dokumen 287.911.000
Hidup dilaksanakan tanah,air,udara,dan laut
terhadap media
tanah,air,udara,dan laut
NeETEEs] Sl remiere Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
SET ] SR Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca
2.11.03.2.01.0002 Pengendalian Emisi Gas dari sektor linakunaan hiduo van 1 dokumen 51.500.000
Rumah Kaca Mitigasi dan diIaksanakang 9 Pyang
Adaptasi Perubahan Iklim
Pengelolaan laboraturium Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian
2.11.03.2.01.0015 lingkungan hidup parameter kualitas lingkungan dan dokumen 1 dokumen 271.743.000
kabupaten/kota mutu yang dilaksanakan
Penanggulangan Jumlah laporan sosialisasi informasi
pencemaran dan/atau peringatan pencemaran dan/atau kerusakan
2.11.03.2.02 lingkungan hidup pada masyarakat di 1 laporan 1.610.109.000

kerusakan lingkungan
hidup kabupaten/kota

kabupaten/kota yang dilaksanakan
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Pemberian informasi
peringatan pencemaran

Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

2.11.03.2.02.0001 dan/atau kerusakan ) . 1 laporan 1.610.109.000
- - hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang
lingkungan hidup pada dilaksanakan
masyarakat
Pemulihan pencemaran
dan/atau kerusakan Jumlah dokumen hasil koordinasi, 1
2L lingkungan hidup sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi dokumen et
kabupaten/kota
Koordinasi dan Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi
2.11.03.2.03.0013 . N S rehabilitasi di kabupaten/kota yang 1 kegiatan 479.402.000
sinkronisasi rehabilitasi ;
dilaksanakan
PROGRAM -Persentase pemeliharaan pohon perindang 40%
PENGELOLAAN -Persentase taman yang terpelihara 100%
2.11.04 KEANEKARAGAMAN 10.333.140.000
HAYATI (KEHATI)
-Luas RTH yang dikelola lingkup 1.792,12
Pengelolaan kewenangan kabupaten/kota Ha
g - -Luas Taman Kehati lainnya yang dikelola
2.11.04.2.01 keanekaragaman hayati . 10.333.140.000
kabupaten/kota lingkup kewenangan kabupaten/kota 7 Ha
- Jumlah Sarana dan Prasarana
Keanekaragaman Hayati yang dikelola 39 unit
Pengelolaan ruang terbuka | Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan 1.792,12
2.11.04.2.01.0004 hijau (RTH) kabupatenikota Ha 1.561.457.000
Flalile 210l SEE IR I Jumlah Sarana dan Prasarana .
2.11.04.2.01.0007 Prasarana : . 39 unit 8.771.683.000
. Keanekaragaman Hayati yang dikelola
Keanekaragaman Hayati
PROGRAM
PENGENDALIAN BAHAN
BERBAHAYA DAN . .
2.11.05 BERACUN (B3) DAN [E s I S T 100% 158.716.000
LIMBAH BAHAN y
BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)
Penvimbpanan sementara Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan
2.11.05.2.01 Iimb);h 83 pemenuhan komitmen persetujuan/izin 1 laporan 158.716.000
penyimpanan sementara dan pengumpulan
9
Peenn:g:’::ﬁ;ndaglaksanaan Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan
2.11.05.2.01.02 pem P pemenuhan komitmen persetujuan/izin
.11.05.2.01. rincian teknis : 1 laporan 158.716.000
. penyimpanan sementara dan pengumpulan
penyimpanan sementara limbah B3
limbah B3
PROGRAM PEMBINAAN
?EAEIHIZEDBﬁﬁ\QIIﬁSAN Persentase ketaatan penanggungjawab
LINGKUNGAN DAN IZIN usahalkegiatan yang diawasi ketaatannya
2.11.06 PERLINDUNGAN DAN terhadap Persetujuan Lingkungan yang 86% 227.320.000
PENGELOLAAN diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar
LINGKUNGAN HIDUP
(PPLH)
Pembinaan dan - Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan 200
endawasan terhada teknis, persetujuan lingkungan, dan surat dokumen
5salg1,a dan/atau ke ia’:an kelayakan operasi yang diberikan
L 9 - Jumlah laporan dari usaha dan/atau
2.11.06.2.01 yang izin lingkungan dan . . AR 227.320.000
kegiatan yang diawasi izin lingkungan, 70 laporan

izin PPLH diterbitkan
oleh pemerintah daerah
kabupaten/kota

persetujuan lingkungan, surat kelayakan
operasi oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
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Fasilitasi pemenuhan

Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan

2.11.06.2.01.0001 !«gtentuan SN [EUEE teknis, persetujuan lingkungan, dan surat 2 227.320.000
izin lingkungan dan/atau kelavakan operasi vana diberikan dokumen
izin PPLH 4 perastyang
PROGRAM
PENGHARGAAN Persentase pemeberian penghargaan A
20 LINGKUNGAN HIDUP lingkungan hidup R SRR
UNTUK MASYARAKAT
. Jumlah masyarakat/lembaga
FEL T [ T EET masyarakat/dunia usaha/dunia
2.11.09.2.01 lingkungan hidup tingkat gll'd'k il . dinilai kineri 5 entitas 317.849.000
daerah kabupaten/kota pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya
dalam rangka PPLH
Penilaian kinerja
masyarakat/lembaga
umsishy;;aukrita/duma Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia
2.11.09.2.01.0001 s ) : usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai 5 entitas 317.849.000
pendidikan/filantropi dalam S
. kinerjanya dalam rangka PPLH
perlindungan dan
pengelolaan lingkungan
hidup
PROGRAM
211.11 PENGELOLAAN Persentase volume sampah yang dikelola 100% 67.546.477.000
PERSAMPAHAN
2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Jumlah volume sampah yang dikelola tor:l.t?g:)i 67.546.477.000
. Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat
FEILT T ) SEIE atau para pihak lainnya yang terlibat aktif 10
2.11.11.2.01.0004 masyarakat dalam : . 2.963.664.000
engelolaan persampahan dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis kelompok
P masyarakat
Penyediaan sarana dan Jumlah sarana dan prasarana penanganan
prasarana pengelolaan sampah untuk kegiatan pemilahan,
2.11.11.2.01.0007 persampahan di pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan 413 unit 40.133.650.000
TPA/TPST/SPA pemrosesan akhir
kabupaten/kota
Penanganan sampah
melalui pemilahan dan
pengolahan sampah di
instalasi pengolahan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses
sampah TPS3R, PDU, pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi
211.11.201.0017 | [PST. TPS, SPA pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, 1020ton |  24.449.163.000

PSEL/PLTSa, RDF, pusat
pengomposan,
biodigester, bank sampah
dan fasilitas lainnya sesuai
dengan peraturan
perundangan

SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan,
biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya
sesuai dengan peraturan perundangan
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4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Dinas Lingkungan

Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2026 disajikan dalam tabel 4.2

sebagai berikut :

Tabel 4.2

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2026

Bidang Urusan/Indikator Kinerja

Target Kinerja

No Satuan
Pembangunan daerah 2026
1 Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar % -
2 Dokumen KLHS untuk K/R/P tingkat kota Dokumen )
3 | Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air ) 65.88
4 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara ) 78.09
5 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan ) 39.95
6 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Lingkungan Hidup } 6515
7 Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi o
ketaatannya terhadap Pesetujuan Lingkungan dan PUU (Ada/'lgidak) 70%
LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota
8 Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup yang diberikan % 11
9 Tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait Persetujuan
Lingkungan dan PUU LH yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah Kota, lokasi usaha, dan dampaknya % 100%
di kota.
10 | Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R % 20%
11 | Persentase cakupan area pelayanan (hasil penyapuan di
ruas jalan, sampah pelanggaran dan sampah dari TPS ke o o
%o 100%
TPA)
12 | Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani % 77%
13 | Persentase Volume Sampah yang dikelola % 97%
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BAB V
PENUTUP

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup
dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2026 ini dibuat, yang merupakan repleksi
dari Peraturan Walikota Denpasar No. 45 tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah,
dimana nantinya akan menjadi bahan / pedoman dalam pembuatan rencana kerja
dan anggaran (RKA) tahun 2026 urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
Adapun pagu tahun 2026 sebesar Rp.198.834.814.653 dengan 8 program, 14
kegiatan, 25 sub kegiatan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kota Denpasar tahun 2026 ini, diharapkan nantinya program dan
kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan
secara lebih terarah dengan tetap memperhatikan skala prioritas permasalahan di
lapangan dikaitkan dengan keterbatasan pagu dana yang ada dengan harapan
peningkatan pelestarian fungsi lingkungan hidup nantinya dapat terwujud.

Harapan kedepan agar semua program dan kegiatan tersebut nantinya dapat
dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, transparansi dan selalu

berorientasi kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Denpasar, 2 September 2025

Kepala Dlnas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
———=Kota Denpasar

v///

I\'lp ;9730217 200003 1 002
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Menimbang

WALIKOTA DENPASAR
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 100.3.3.3/2056/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR

a.

TAHUN 2026

\
WALIKOTA DENPATAR,

bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
Denpasar menyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan
Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar sebagai dokumen
perencanaan periode 1 (satu) tahun yang memuat
program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang
disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan
tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kota Denpasar;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, sebagai tahapan awal persiapan penyusunan
Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun
rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang
Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat
Daerah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim
Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2026;



Mengingat

1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 9, Tambahan | Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3465);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5,
Tambahan Lembaran De‘ierah Kota Denpasar Nomor 5);
Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan
Walikota kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita
Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);

Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota
Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

\
MEMUTUSKAN:|

Membentuk Tim I-"enyusI n Rencana Kerja Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun
2026 dengan susunan @ keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun sebagaimana

dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu:

a. menyusun agenda ker_latTlm Penyusun Rencana Kerja
Dinas Lingkungan Hlidup dan Kebersihan Kota
Denpasar Tahun 2026; |

b. menyiapkan data dan informasi  perencanaan
pembangunan daerah terkait Urusan Pemerintahan
Bidang Lingkungan Hiddp;

c. menyusun dokumen Rexhcana Kerja Dinas Lingkungan
Hidup dan Kebersihan Kf)ta Denpasar Tahun 2026;

d. mengkoordinasikan penetapan Rencana Kerja Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
Tahun 2026; dan

e. bertanggungjawab dang’ melaporkan segala hasil
pelaksanaan tugasnya | kepada Walikota Denpasar
melalui Kepala Dina& Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kota Denpas?r.

Segala biaya yang di:timbulkan sebagai  akibat

ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkalb di Denpasar
pada tanggal 28 November 2024

Pembmr&U‘tama Muda
NIP. 19730217 200003 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan ke@dg‘:
Yth. 1. Walikota Denpasar.
2. Ketua DPRD Kota Denpasar.

N O oA W

. Inspektur Kota Denpasar.

. Kepala Badan Perencanaan Pembanguhan Daerah Kota Denpasar.

. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar.
. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar.

. Arsip.




LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 28 NOVEMBER 2024

NOMOR 100.3.3.3/2056 /HK /2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBERSIHAN KOTA DENPASAR
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR

Penasehat

Pembina

Ketua
Sekretaris

Anggota

N =

TAHUN 2026

Walikota Denpasar
Wakil Walikota Denpasar

Sekretaris Daerah Kot}fa Denpasar

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Kota Denpasar

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris
Daerah Kota Denpasar

Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah

Kota Denpasar

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
Denpasar
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
Denpasar

1.

Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan pada
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
Denpasar

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
Denpasar

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan
Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kota Denpasar

Para Kepala UPTD. pada Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kota Denpasar

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
Denpasar

Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Lingkungan
Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar



8. Para Pejabat Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup
dan Kebersihan Kota Denpasar

a.n. Walikota Denpasar
2 i Lingkungan Hidup dan

Pina g

s f’i;u'arWirabawa, S.TP., MM.

Jina Utama Muda
9730217 200003 1 002




